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PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KECAMATAN WARA UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023-2042
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Peraturan
Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara Tahun
2023-2042.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik iIndonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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g;iiifégn;iea;g Nomor 6 Tahu.n 2023 tentang Penetapan
rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
'(r:ehn‘;;‘ari?féetentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
gara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
329);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 - 2041
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KECAMATAN WARA UTARA DAN KECAMATAN BARA
TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kota Palopo.

Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh
Camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kota dalam
wilayah kerja kecamatan.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusal permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan
Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
RTR.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi
dengan PZ kota.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-
nya, sesuai arahan atau ditetapkan didalam RTRW kota yang
bersangkutan.
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Sul? Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian
dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
Zong adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik
spesifik.

Sub-Zon_a 'adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan
karaktegstak tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
‘patasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran
irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan /atau
mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi
kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan
ruang.

Masygarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu '
Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

Moo TP

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
peraturan Zonasi;
kelembagaan; dan

ketentuan lain-lain.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

Delineasi WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara ditetapkan

sebagai WP I berdasarkan aspek administratif dengan luas 2.922,91 (dua

ribu sembilan ratus dua puluh dua koma sembilan satu) hektare.

Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Telluwanua;

b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Kabupaten Luwu;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wara dan Kecamatan
Wara Timur; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wara Barat.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. seluruh Kecamatan Wara Utara mencakup seluruh Kelurahan
Batupasi, seluruh Kelurahan Penggoli, seluruh Kelurahan
Sabbamparu, seluruh Kelurahan Luminda, seluruh Kelurahan
Salobulo, dan seluruh Kelurahan Pattene; dan

b. seluruh Kecamatan Bara mencakup seluruh Kelurahan Rampoang,
seluruh Kelurahan Balandai, seluruh Kelurahan Temmalebba, seluruh
Kelurahan To’bulung, dan seluruh Kelurahan Buntu Datu.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh)

SWP terdiri atas:

a. SWP LA mencakup seluruh Kelurahan Batupasi, seluruh Kelurahan
Luminda, sebagian Kelurahan Pattene, sebagian Kelurahan Penggoli,
sebagian Kelurahan Sabbamparu, dan sebagian Kelurahan Salobulo
terdiri atas Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok 1.A.3;

b. SWP [.B mencakup seluruh Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan
Penggoli, sebagian Kelurahan Sabbamparu, dan sebagian Kelurahan
Salobulo terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;

c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan
Pattene, sebagian Kelurahan Salobulo, dan sebagian Kelurahan
Temmalebba terdiri atas Blok I.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok I.C.3;

d. SWP I.D mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan
Salobulo, dan sebagian Kelurahan Temmalebba terdiri atas Blok 1.D.1
dan Blok [.D.2;

e. SWP LLE mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan
Rampoang, sebagian Kelurahan Temmalebba, dan sebagian Kelurahan
To’bulung terdiri atas Blok 1.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;

f. SWP LF mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan
Buntu Datu, sebagian Kelurahan Rampoang, sebagian Kelurahan
Temmalebba, dan sebagian Kelurahan To’bulung terdiri atas Blok I.F.1,
Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan

g. SWP LG mencakup sebagian Kelurahan Buntu Datu, sebagian
Kelurahan Rampoang, dan sebagian Kelurahan To’bulung terdiri atas
Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan 1.G.4.

Delineasi WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Delinasi Wilayah

Perencanaan dengan tingkat Kketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran | yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan

Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta

Pembagian SWP dan Blok dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
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detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan wilayah Kecamatan Wara
Utara dan Kecamatan Bara sebagai kawasan pusat pelayanan ekonomi baru
Kota Palopo dan kawasan pusat pelayanan pendidikan tinggi, melalui
optimalisasi pemafaatan kawasan pesisir pantai yang akomodatif, tertata, dan
terbuka dalam mendorong pertumbuhan investasi di sektor ekonomi
perdagangan dan jasa lebih progresif.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(I) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan,;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimksud pada ayat (1) digambarkan
dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S ayat (1) huruf a meliputi:

a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
b. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa sub pusat pelayanan kota/kawasan
perkotaan Rampoang terdapat di SWP I.E pada Blok [.LE.2.

(3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. pusat lingkungan kecamatan;
b. pusat lingkungan kelurahan/desa; dan
c. pusat rukun warga.

(4) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a terdapat di SWP 1.C pada Blok [.C.1 dan SWP L.E pada Blok I.E.2.

(5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.1, Blok [.A.2, dan Blok 1.A.3;
b. SWP I.B pada Blok 1.B.3;
c. SWPI.D pada Blok 1.D.1;
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(2)

(3)

d. SWP L.E pada Blok 1.LE.2; dan

e. SWP I.G pada Blok 1.G.2.

Pusat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ terdapat
di:

SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.3;

SWP 1.B pada Blok 1.B.1;

SWP I.C pada Blok I.C.1;

SWP I.D pada Blok 1.D.1;

SWP L.LE pada Blok .LE.2; dan

SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok 1.G.2.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

™o a0 op

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b meliputi:
a. jalan umum;
b. jembatan;
c. halte; dan
d. jaringan jalur kereta api antarkota.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
meliputi:
jalan arteri primer;
jalan arteri sekunder;
jalan kolektor primer;
jalan kolektor sekunder;
jalan lokal sekunder; dan
jalan lingkungan sekunder.
alan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
Jalan. Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP 1.A;
Jalan. Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP LA;
Jalan. Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas
melintas di SWP LA, SWP [.B, SWP I.C, dan SWP 1.D; dan
ruas jalan Bts. Kota Palopo - Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR.
Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWP1.D, SWP L.E, SWP L.F, dan
SWP I.G.
Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Jalan Lingkar Timur melintas di SWP [.B dan SWP 1.D;
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Jalan Beruang melintas di SWP I.D dan SWP L.E;

Jalan Diponegoro — Somel melintas di SWP 1.E;

Jalan KH. Muh. Kasim melintas di SWP [.A;

Jalan Lingkar (Ponjalae — Pelabuhan) melintas di SWP 1.B;

oo o

ruas jalan Lingkar Barat Dalam (jalan poros Guttu Pareppa — Pepabri —

Pamenta — Lassik) melintas di SWP I.C, SWP 1.D, SWP I.E, dan SWP 1.G;

Jalan Sungai Cerekang melintas di SWP I.A dan SWP 1.B;
Jalan Lamaranginang melintas di SWP I.A dan SWP 1.B; dan
1. Jalan Guttu Pareppa melintas di SWP I.A dan SWPI.C.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

jalan Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP I.A;
jalan Veteran (Palopo) melintas di SWP 1.A;

jalan Lasaktia Radja (Palopo) melintas di SWP [.A;

jalan Poros Palopo — Palopo (KM 348) melintas di SWP I.A; dan
e. ruas jalan Pesisir Teluk Bone melintas di SWP L.F.

o A

(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

berupa Jalan Andi Pangerang melintas di SWP [.A.

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf e

meliputi:

jalan Garuda melintas di SWP L.E;

jalan Cendana melintas di SWP L.E;

jalan Cendana VIII melintas di SWP L.E;

jalan Cendana XIII Lr. 5 melintas di SWP [.LE; dan
e. jalan lokal sekunder melintas di SWP L.E.

noop

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
melintas di SWP LA, SWP I.B, SWP I.C, SWP 1.D, SWP I.E, SWP L.F, dan

SWP L.G.

Paragraf 2
Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdapat di:

a. SWP 1A pada Blok 1.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.3;
b. SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok [.B.2, dan Blok 1.B.3;
c. SWPI.C pada Blok I.C.1;
d. SWP LD pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;
e. SWP L.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
f. SWP LF pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
g. SWPIL.G pada Blok I.G1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok 1.G.4.

Paragraf 3

Halte
Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:
SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.2;

SWP L.D pada Blok 1.D.2;

SWP L.F pada Blok [.F.2; dan

SWP 1.G pada Blok [.G.1 dan Blok 1.G.2.

oo op
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Paragraf 4
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 11

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf d berupa jaringan jalur kereta api antarkota Parepare — Wajo
— Belopa - Palopo — Masamba — Malili melintas di SWP I.F.

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan
kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf |
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

°©pooTp
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(1)

3)

(4)

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum,

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
meliputi:
a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-
konsumen;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. gardu listrik.
Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP LF.
Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)
melintas di SWP I.A, SWP 1.C, SWP 1.D, SWP 1.E, dan SWP 1.G.
Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP LA, SWP
[.B, SWPI1.C, SWPI.D, SWP L.E, dan SWP 1.G; dan
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP [.LA, SWP LB,
SWPI.C, SWPI1.D, SWP L.LE, SWP L.F, dan SWP 1.G.
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Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu
distribusi terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok 1.A.2;

b. SWPI.D pada Blok 1.D.2;

c. SWP LE pada Blok I.E.2; dan

d. SWP 1.G pada Blok 1.G.2.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b meliputi:
a. jaringan tetap;
b. jaringan bergerak terestrial; dan
c. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP 1.B, SWP I.C, SWP 1.D,
SWP LLE, SWP L.F, dan SWP L.G;
b. rumah kabel terdapat di:
1. SWP LA pada Blok 1.A.1;
2. SWP 1.B pada Blok 1.B.2;
3. SWP 1.D pada Blok [.D.1 dan Blok 1.D.2;
4. SWP L.E pada Blok 1.LE.2; dan
5. SWP .G pada Blok I.G.2.
c. kotak pembagi terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.1;
2. SWP 1.B pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3;
3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2;
4. SWP L.E pada Blok 1.LE.2; dan
5. SWP L.G pada Blok I.G.1 dan Blok [.G.2.
Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa infrastruktur jaringan mikro digital terdapat di:
a. SWP 1.A pada Blok [.A.1;
b. SWP I.B pada Blok 1.B.3;
c. SWP 1.D pada Blok 1.D.2; dan
d. SWP .G pada Blok 1.G.2.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berupa menara base transceiver station (BTS) terdapat di:
a. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2; dan
b. SWP L.LE pada Blok [.LE.2.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ berupa sistem pengendalian banjir.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
jaringan pengendalian banjir melintas di SWP L.F.
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
d berupa jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. unit air baku meliputi:
1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP L.E pada Blok I.E.2;
dan
2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP L.E.
b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di SWP I.E pada Blok
LE.2;
c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP [.A,
SWPL.B, SWPI.C, SWP I.D, SWP L.E, SWP I.F, dan SWP 1.G; dan
d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok 1.A.1;
2. SWP I.B pada Blok 1.B.2;
3. SWP L.D pada Blok I.D.1; dan
4. SWP I.G pada Blok [.G.2.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.LF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa
sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa subsistem pelayanan.
Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pipa
persil melintas di SWP I.D.
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan
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Berbahaya dan Beracun (B3) dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran [II.G
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS) terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
b. SWP [.B pada Blok [.B.2 dan Blok [.B.3;
c. SWPIL.D pada Blok [.D.2; dan
d. SWP L.E pada Blok [.E.2.
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.LH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g
meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier; dan
d. jaringan drainase lokal.
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melintas di SWP LA, SWP [.B, SWP 1.C, SWP 1.D, SWP LE, SWP L.F, dan
SWP L.G.
Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
melintas di SWP LA, SWP [.B, SWP 1.C, SWP 1.D, SWP L.LE, SWP L.F, dan
SWP I.G.
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melintas di SWP LA, SWP [.B, SWP 1.C, SWP 1.D, SWP L.E, SWP L.F, dan
SWP L.G.
Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
melintas di SWP [.LA, SWP [.B, SWP 1.D, SWP 1.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum

dalam Lampiran IIIl.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
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c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. ruas jalan Bts. Kota Palopo - Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR.

Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWPI.D, SWP LE, SWP L.F, dan

SWP 1.G;

jalan Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas

melintas di SWP LA, SWP 1.B, SWP I.C, dan SWP 1.D;

jalan Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP 1.A;

jalan Lamaranginang melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;

jalan Guttu Pareppa melintas di SWP [.A dan SWP 1.C;

jalan Beruang melintas di SWP [.D dan SWP LE;

jalan Diponegoro — Somel melintas di SWP [.E; dan

jalan lingkungan sekunder melintas di SWP [.D dan SWP L.G.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. titik kumpul,;

b. tempat evakuasi sementara; dan

c. tempat evakuasi akhir.

Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. lapangan parkir pusat perbelanjaan City Market di SWP I.A pada Blok

[.A.2;

b. lapangan parkir Universitas Cokroaminoto di SWP I.B pada Blok 1.B.3;

c. lapangan parkir Institut Agama Islam Negeri di SWP [.D pada Blok [.D.2;

d. lapangan parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading di SWP .G

pada Blok 1.G.1; dan

e. lapangan parkir Lembaga Pemasyarakatan di SWP 1.G pada Blok 1.G.2.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

meliputi:

a. lapangan Kodim terdapat di SWP I.C pada Blok I1.C.1;

b. lapangan parkir gedung serba guna Institut Agama Islam Negeri

terdapat di SWP [.D pada Blok [.D.2; dan

c. lapangan To’bulung terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

berupa Gedung Serba Guna Saodenrae Convention Center terdapat di SWP

[.A pada Blok 1.A.3.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a. jalan Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP L.A;

b. jalan Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP I.A;

c. jalan Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas

melintas di SWP [LA, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP 1.D;

d. ruas jalan Bts. Kota Palopo - Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR.
Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWP1.D, SWP I.LE, SWPI.F, dan
SWP 1.G;
jalan Lingkar Timur melintas di SWP [.B dan SWP 1.D;
jalan Beruang melintas di SWP I.D dan SWP LE;
jalan KH. Muh. Kasim melintas di SWP 1.A;
jalan Lingkar (Ponjalae — Pelabuhan) melintas di SWP 1.B;
jalan Lingkar Barat Dalam (jalan poros Guttu Pareppa — Pepabri —
Pamenta — Lassik) melintas di SWP I.C, SWP 1.D, SWP I.E, dan SWPI1.G;
jalan Sungai Cerekang melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
jalan Lamaranginang melintas di SWP I.A dan SWP 1.B;
jalan Guttu Pareppa melintas di SWP [.LA dan SWP 1.C;

. jalan. Veteran (Palopo) melintas di SWP [.A;
jalan. Lasaktia Radja (Palopo) melintas di SWP [.A;
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jalan Garuda melintas di SWP L.E;

jalan Cendana melintas di SWP LLE;

jalan Cendana VIII melintas di SWP L.E;

jalan Cendana XIII Lr. 5 melintas di SWP L.E;

jalan Diponegoro — Somel melintas di SWP L.E;

jalan Poros Palopo — Palopo (KM 348) melintas di SWP 1.A;

jalan lokal sekunder melintas di SWP [.E; dan

jalan lingkungan sekunder melintas di SWP LA, SWP [.B, SWP 1.D, SWP
I.LE, SWP L.F, dan SWP I.G.

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdapat di:
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jalan Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP L.A;

jalan Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP [.A;

jalan Poros Palopo - Palopo (KM 348) melintas di SWP LA;

jalan Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas
melintas di SWP LA, SWP 1.B, SWP I.C, dan SWP 1.D;

ruas jalan Bts. Kota Palopo - Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR.
Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWP1.D, SWP L.E, SWP I.F, dan
SWP I.G;

jalan Lingkar Timur melintas di SWP [.B dan SWP 1.D;

jalan Beruang melintas di SWP I.D dan SWP L.E;

jalan Diponegoro — Somel melintas di SWP L.E;

jalan KH. Muh. Kasim melintas di SWP L.A;

jalan Lingkar (Ponjalae — Pelabuhan) melintas di SWP [.B;

jalan Lingkar Barat Dalam (jalan poros Guttu Pareppa — Pepabri -
Pamenta - Lassik) melintas di SWPI.C, SWP I1.D, SWP L.E, dan SWPI1.G;
jalan Sungai Cerekang melintas di SWP [.A;

. jalan Lamaranginang melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;

jalan Guttu Pareppa melintas di SWP 1.A dan SWP I.C;
jalan Veteran (Palopo) melintas di SWP 1.A;

jalan Lasaktia Radja (Palopo) melintas di SWP 1.A;
jalan Garuda melintas di SWP L.E;

jalan Cendana melintas di SWP L.E;

jalan Cendana VIII melintas di SWP L.E;

jalan Cendana XIII Lr. 5 melintas di SWP L.E;

jalan Andi Pangerang melintas di SWP 1.A;

jalan lokal sekunder melintas di SWP I.E; dan

. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP

[.LD, SWP LLE, SWP L.F, dan SWP L.G.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran Ill.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian kesatu
Umum

Pasal 21

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
meliputi:

a.

zona Lindung; dan
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b. zona Budi Daya.

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran [V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

Mmoo op

(1)

(2)

(2)

zona perlindungan setempat dengan kode PS;
zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
zona konservasi dengan kode KS;

zona cagar budaya dengan kode CB;

zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23
Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 21,03 (dua puluh satu koma nol tiga)
hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 21,03 (dua puluh satu koma nol tiga) hektare
terdapat di:
a. SWP LE pada Blok I.E.3; dan
b. SWP LF pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu)
hektare meliputi:
Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
Sub Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 202,69 (dua ratus dua koma enam sembilan)
hektare terdapat di:
a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
b. SWP L.D pada Blok I.D.2; dan
c. SWP LE pada Blok [.LE.3.
Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan luas 85,47 (delapan puluh lima koma empat tujuh)
hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok 1.A.3;
b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
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c. SWPILD pada Blok I.D.1;

d. SWP LE pada Blok [.LE.2; dan

e. SWP L.F pada Blok I.F.1.

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 0,50 (nol koma lima) hektare terdapat di
SWP L.E pada Blok 1.LE.2.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimanan dimaksud
pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare
terdapat di SWP 1.D pada Blok 1.D.2.

Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.3;

b. SWP I.D pada Blok [.D.2;

c. SWP L.F pada Blok I.F.1; dan

d. SWP I.G pada Blok [.G.2.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f dengan luas 16,54 (enam belas koma lima empat) hektare
terdapat di:

SWP [.A pada Blok [.A.1;

SWP I.B pada Blok 1.B.3;

SWP I.C pada Blok 1.C.1;

SWP [.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;

SWP L.LE pada Blok 1.E.2; dan

SWP 1.G pada Blok I.G.1 dan Blok 1.G.2.

"o oo o

Paragraf 3
Zona Konservasi

Pasal 25
Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf ¢ dengan luas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektare berupa
Sub-Zona taman pulau kecil dengan kode TPK.
Sub-Zona taman pulau kecil dengan kode TPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektare
terdapat di SWP L.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 26
Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 hurufd dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berupa Sub-
Zona cagar budaya dengan kode CB.
Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP [.A
pada Blok I.A.3.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf e dengan luas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare berupa
Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
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Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare terdapat di
SWP L.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.

Paragraf 6
Zona Badan Air

Pasal 28
Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf f dengan luas 129,77 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh tujuh)
hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 66,44 (enam puluh enam koma empat empat) hektare terdapat
di:
SWP I[.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok 1.A.3;
SWP [.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
SWP 1.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2;
. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2;
SWP L.E pada Blok 1.LE.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
SWP L.F pada Blok 1.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan
g. SWP I.G pada Blok 1.G. ] Blok 1.G.2, Blok 1.G.3, dan Blok 1.G.4.
Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
dengan luas 63,33 (enam puluh tiga koma tiga tiga) hektare direncanakan
sebagai holding zone dengan pemanfaatan ruangnya meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode BA/K-1 dengan
luas 62,20 (enam puluh dua koma dua) hektare terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok I.B.3; dan
2. SWP L.D pada Blok [.D.2.
b. Sub-Zona badan jalan dengan kode BA/BJ dengan luas 1,13 (satu koma
satu tiga) hektare terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok [.B.1, Blok I.B.2, dan Blok 1.B.3; dan
2. SWP L.D pada Blok I.D.2.
Perwujudan pemanfaatan ruang Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan melalui reklamasi.
Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b
meliputi:
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zona hutan produksi dengan kode KHP;

zona pertanian dengan kode P;

zona perikanan dengan kode IK;

zona pariwisata dengan kode W;

zona perumahan dengan kode R;

zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
zona campuran dengan kode C;

zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

zona perkantoran dengan kode KT;

zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
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(1)

(2)

(1)

(3)

zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 30
Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf a dengan luas 210,25 (dua ratus sepuluh koma dua lima) hektare
berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP dengan luas 210,25 (dua
ratus sepuluh koma dua lima) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok 1.F.1
dan Blok I.F.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 31
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
b dengan luas 616,80 (enam ratus enam belas koma delapan) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan luas 60,07 (enam puluh koma nol tujuh) hektare terdapat
di SWP I.G pada Blok 1.G.1, Blok [.G.2, dan Blok 1.G.4.
Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas 556,73 (lima ratus lima puluh enam koma tujuh tiga)
hektare terdapat di:
SWP I.C pada Blok 1.C.1, Blok I.C.2, dan Blok 1.C.3;
SWP I.D pada Blok I.D.1;
SWP L.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
SWP LF pada Blok [.F.3; dan
SWP 1.G pada Blok [.G.3 dan Blok 1.G.4.
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Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 32
Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf ¢ dengan luas 44,65 (empat puluh empat koma enam lima) hektare
berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 44,65 (empat puluh empat koma enam lima)
hektare terdapat di:
a. SWP LLE pada Blok I.E.1; dan
b. SWP L.F pada Blok L.F.1.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 33
Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf d dengan luas 111,46 (seratus sebelas koma empat enam) hektare
berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
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(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(3)

(1)

dengan luas 111,46 (seratus sebelas koma empat enam) hektare terdapat di:
a. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok I.C.3;

b. SWP I.D pada Blok I.D.1;

c. SWP LE pada Blok I.E.2 dan Blok 1.E.3; dan

d. SWP .G pada Blok I.G.3 dan Blok 1.G.4.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 34
Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf e dengan luas 1.088,81 (seribu delapan puluh delapan koma delapan
satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 722,71 (tujuh ratus dua puluh
dua koma tujuh satu) hektare terdapat di:
SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.3;
SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
SWP I.C pada Blok I.C.1;
SWP I.D pada Blok 1.D.1 dan Blok 1.D.2;
SWP I.E pada Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2;
SWP LF pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
g. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok 1.G.2.
Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 204,85 (dua ratus empat koma
delapan lima) hektare terdapat di:
a. SWPI.C pada Blok I.C.1;
b. SWP I.D pada Blok I.D.1;
c. SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok 1.E.2;
d. SWP L.F pada Blok [.F.1 dan Blok I.F.2; dan
e. SWP I.G pada Blok [.G.2.
Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 161,26 (seratus enam puluh
satu koma dua enam) hektare terdapat di:
SWP I.C pada Blok [.C.1 dan Blok I.C.2;
SWP 1.D pada Blok I.D.1;
SWP L.E pada Blok I.LE.2; dan
SWP LF pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
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Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 115,02 (seratus lima belas koma nol
dua) hektare meliputi:
Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
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Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 81,66 (delapan puluh satu koma enam enam)
hektare terdapat di:

SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.3;

SWP I.B pada Blok 1.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.1;

SWP I.D pada Blok 1.D.1 dan Blok 1.D.2;

SWP L.E pada Blok I.E.2; dan

SWP 1.G pada Blok 1.G.1.

Sub Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,87 (dua puluh delapan
koma delapan tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok 1.B.3;

b. SWP I.C pada Blok 1.C.1;

c. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;

d. SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok I.E.2; dan

e. SWP L.G pada Blok I.G.1 dan Blok 1.G.2.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,30 (tiga koma tiga) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok [.A.3;

b. SWP LE pada Blok I.E.2; dan

c. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok 1.G.2.

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dengan luas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare
terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.3;

b. SWPI.C pada Blok I.C.1; dan

c. SWP LE pada Blok I.LE.1.
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Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 36
Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare
berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare
terdapat di:
a. SWP I.D pada Blok 1.D.2; dan
b. SWP LLE pada Blok I.LE.1.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 37
Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf h dengan luas 7,82 (tujuh koma delapan dua) hektare berupa Sub-
Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1.
Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,82 (tujuh koma delapan dua)
hektare terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3.
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Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf i dengan luas 103,66 (seratus tiga koma enam enam)
meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 92,74 (sembilan puluh dua
koma tujuh empat) hektare terdapat di:
SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok [.A.3;
SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
SWP I.D pada Blok 1.D.1 dan Blok 1.D.2;
SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
SWP L.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
SWP 1.G pada Blok 1.G.1 dan Blok 1.G.2.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,30 (sembilan koma tiga)
hektare terdapat di:
a. SWPI.C pada Blok I.C.1;
b. SWP L.D pada Blok [.D.1;
c. SWP LE pada Blok I.E.1 dan Blok 1.LE.2; dan
d. SWP L.G pada Blok I.G.1.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 1,61 (satu koma enam satu)
hektare terdiri atas:
a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3; dan
c. SWP I.G pada Blok 1.G.2.
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Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 39

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf j dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare terdapat di:
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SWP 1.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.3;
SWP I.B pada Blok 1.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.1;

SWP [.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;
SWP 1.E pada Blok .LE.2;

SWP L.F pada Blok I.F.2; dan

SWP 1.G pada Blok [.G.1 dan Blok 1.G.2.
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Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf k dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare
terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok 1.A.3;
b. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
c. SWP LE pada Blok I.E.2.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 41
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf1dengan luas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare meliputi:
a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,13 (nol koma satu
tiga) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok 1.E.2.
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas 1,45 (satu koma empat lima) hektare terdapat di SWP
[.LE pada Blok L.LE.1.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal 42
Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf m dengan luas 120,95 (seratus dua puluh koma sembilan lima) hektare
berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 120,95 (seratus dua puluh koma sembilan lima) hektare terdapat
di:
SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok .A.3;
SWP [.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
SWP I.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok I.C.3;
SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;
SWP L.E pada Blok 1.E.1, Blok 1.E.2, dan Blok I.E.3;
SWP LF pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
SWP 1.G pada Blok 1.G.1, Blok I.G.2, Blok 1.G.3, dan Blok 1.G.4.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan
rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Wara Utara dan
Kecamatan Bara.
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44
Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan
Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 45
Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (2) huruf b meliputi:
program perwujudan;
lokasi;
sumber pendanaan;
instansi pelaksana; dan
waktu dan tahapan pelaksanaan.
Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP
dan/atau Blok.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas:
anggaran pendapatan dan belanja negara;
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo;
swasta;
masyarakat; dan
sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri
dari:
a. kementerian/lembaga;
b. perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
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c. perangkat daerah Kota Palopo;

d. swasta; dan/atau

e. masyarakat.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:

tahap I pada periode tahun 2023 - 2024;

tahap II pada periode tahun 2025 - 2029;

tahap III pada periode tahun 2030 - 2034;

tahap IV pada periode tahun 2035 - 2039; dan

e. tahap V pada periode tahun 2040 - 2042.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
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BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a.

aturan dasar; dan

b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
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(1)

(2)

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 48
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf a terdiri atas:
a. Klasifikasi | merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
b. Kklasifikasi | merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
c. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diperbolehkan.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau
Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
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(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas
dengan Kklasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

d.

pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu
beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan
jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang
diusulkan;

pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu
kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk
tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan
telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan
tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau
diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
pembatasan kegiatan industri hanya berlaku untuk jenis kegiatan
industri kecil.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan
klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-
persyaratan tertentu, berupa:

a.

b.

persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan
ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya
seperti dokumen lingkungan; dan

persyaratan kegiatan industri hanya untuk industri skala kecil.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak dperbolehkan dengan
klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan
peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak
yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a.
b.

zona lindung; dan
zona budi daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a.

b.

€.

f.

zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS;

zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona taman pulau kecil
dengan kode TPK;

zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya
dengan kode CB;

zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem
mangrove dengan kode EM; dan

zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode
BA.

ShChER CORI

(8) zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a.

zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi
tetap dengan kode HP;
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b. zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
c. zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya
dengan kode IK-2;
d. zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan
kode W;
e. zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
g. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona
ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
h. zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas
tinggi dengan kode C-1;
1. zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
j. zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan
kode KT;
k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
1. zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
dan
2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
m. zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan
kode BJ.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 49
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf b meliputi:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
d. luas kaveling minimum.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 50
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c
meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

(1)

(2)

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 51
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal
apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka
menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan
sarana yang sesuai agar Zona berfungsi optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 52

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e terdiri atas:

a.
b.
Ci

(1)

(2)

kawasan keselamatan operasional penerbangan;
tempat evakuasi bencana; dan
kawasan sempadan.

Pasal 53

Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan

b. kawasan dibawah permukaan horizontal-luar.

Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.F
pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3;

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.F pada Blok
| [

c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.F pada Blok
LR 1;

d. Sub-Zona taman pulau kecil dengan kode TPK terdapat di SWP 1.F pada
Blok [.F.1 dan Blok I.F.3;
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Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP L.F pada Blok
LR

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP L.F
pada Blok 1.F.1;

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di
SWP L.F pada Blok 1.F.1; dan

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.F pada Blok
LE.L;

(3) Kawasan dibawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.C pada Blok
[.C.1 dan Blok I.C.2;

Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:

1. SWP 1.A pada Blok [.A.3;

2. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok 1.C.3; dan

3. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.D
pada Blok 1.D.2;

Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok 1.A.3; dan

2. SWP 1.D pada Blok 1.D.2.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1;

2. SWP [.B pada Blok 1.B.3;

3. SWPI.C pada Blok I.C.1; dan

4. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2.

Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok
[.LA.3;

Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2; dan

2. SWP IL.D pada Blok 1.D.2.

Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
BA/K-1 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3; dan

2. SWPI.D pada Blok I.D.2.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok I.C.3; dan

2. SWP LD pada Blok I.D.1.

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP L.E
pada Blok I.LE.1 dan Blok I.F.1;

Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok 1.C.3; dan

2. SWPILD pada Blok I.D.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok 1.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;

SWP 1.C pada Blok I.C.1;

SWP 1.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;

SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan

SWP L.F pada Blok I.F.1.

ub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
SWP I.C pada Blok 1.C.1;

SWP 1.D pada Blok I.D.1;

SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan

SWP L.F pada Blok I.F.1.
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Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

2. SWPIL.D pada Blok I.D.1; dan

3. SWP LF pada Blok I.F.1.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.3;

2. SWP I1.B pada Blok 1.B.3;

3. SWPI.C pada Blok I.C.1; dan

4. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok 1.B.3;

2. SWPI.C pada Blok I.C.1;

3. SWP LD pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

4. SWP LE pada Blok I.LE.1 dan Blok I.E.2.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP [.A
pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.3;

2. SWPI.C pada Blok I.C.1; dan

3. SWP L.E pada Blok L.E.1.

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:

1. SWPIL.D pada Blok 1.D.2; dan

2. SWP L.E pada Blok L.E.1.

Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP
[.A pada Blok 1.A.3;

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat
di:

SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok 1.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok 1.B.3;

SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;

SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan

SWP I.F pada Blok I.F.1.

Sub Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
1. SWPI.C pada Blok I.C.1;

2. SWP I.D pada Blok I.D.I; dan

3. SWP LE pada Blok I.E.1 dan Blok 1.E.2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat
di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.2; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok 1.A.3;

2. SWP I.B pada Blok 1.B.3;

3. SWPI.C pada Blok I.C.1;

4. SWP I.D pada Blok [.D.1 dan Blok I.D.2; dan

5. SWP LE pada Blok L.LE.2.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan

2. SWPI.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.E pada Blok
LLE.1.

G bW N

aa. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.3;
2. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
3. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
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4. SWPIL.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;
5. SWP LE pada Blok I.E.1dan Blok [.E.2; dan
6. SWP LF pada Blok L.F.1.

Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan
atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan
lampu-lampu lain;

c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan bandar udara;

d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;

e. tidak menyebabkan bahaya burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
dan

f. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan
operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Kkhusus kawasan keselamatan operasional penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan

Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional

Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54
Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf b meliputi:
a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.
Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
1. SWPI.C pada Blok I.C.1; dan
2. SWP I.D pada Blok 1.D.2.
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di
SWP IL.E pada Blok I.E.2.
Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdapat di Sub-Zona perkantoran dengan kode KT di SWP I.A
pada Blok 1.A.3.
Ketentuan khusus tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:
a. menyediakan papan informasi bencana;
b. menyediakan cadangan tenda penampungan;
c. mudah menempatkan dan dilakukan bongkar muat logistik, peralatan
kesehatan, dan sarana evakuasi lainnya;
d. memiliki daya tampung yang cukup dan memadai; dan
e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus
Rencana Pola Ruang Kawasan Tempat Evakuasi Bencana dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.



solle

Pasal 55

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 huruf ¢ meliputi:

a. kawasan sempadan sungai;

b. kawasan sempadan pantai; dan

c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a.

Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
BA/K-1 terdapat di:

1. SWP L.B pada Blok 1.B.1, Blok [.B.2, dan Blok 1.B.3; dan

2. SWPIL.D pada Blok I1.D.2.

Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di:
1. SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok [.B.3; dan

2. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP 1.G pada Blok
1.G.1, Blok I.G.2, dan Blok [.G.4;

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.C pada Blok I[.C.1 dan Blok I.C.2;

2. SWP LD pada Blok I.D.1;

3. SWP LE pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan

4. SWP I.G pada Blok 1.G.3 dan Blok 1.G.4.

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:

1. SWP L.E pada Blok [.E.1; dan

2. SWP L.F pada Blok L.F.1.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWPI.C pada Blok I.C.1;

2. SWP LE pada Blok I.LE.3; dan

3. SWP IL.G pada Blok [.G.3.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
SWP [.A pada Blok 1.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.3;

SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.1;

SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;

SWP I.E pada Blok I.LE.1 dan Blok I.E.2;

SWP L.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan

SWP I.G pada Blok 1.G.1 dan Blok I.G. 2

Sub Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWPI.C pada Blok I.C.1;

2. SWP L.D pada Blok I.D.];

3. SWP LE pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan

4. SWP L.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

2. SWP LD pada Blok 1.D.1;

3. SWP LE pada Blok [.E.2; dan

4. SWP L.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

1. SWP LA pada Blok [.A.3;

2. SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan

3. SWP LD pada Blok 1.D.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok 1.B.3;

2. SWPI.C pada Blok I.C.1;

3. SWPIL.D pada Blok 1.D.2;
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4. SWP LE pada Blok I.E.2; dan
5. SWP I.G pada Blok 1.G.1.

I. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok 1.A.3; dan
2. SWP LE pada Blok L.E.2.

m. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP L.E pada
Blok I.E.1;

n. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP
[.D pada Blok 1.D.2;

0. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP
I.A pada Blok 1.A.3;

p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok 1.A.3;

SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok I.B.3;

SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;

SWP LE pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;

SWP LF pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan

SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok 1.G.2.

q. Sub Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
1. SWPI.C pada Blok I.C.1; dan
2. SWP LE pada Blok I. E.l.

r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
2. SWP I1.B pada Blok I.B.2.

s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP
[.D pada Blok I.D.1;

t. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3
terdapat di SWP L.E pada Blok 1.E.2;

u. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.E pada Blok
[.LE.1; dan

v. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:

SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok I.A.3;

SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

SWP I.D pada Blok 1.D.1 dan Blok 1.D.2;

SWP LE pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;

SWP L.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan

SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok 1.G.2, BlokIG3 dan Blok 1.G.4.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. garis sempadan sungai tidak bertanggul ditentukan paling sedikit
berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur Sungai Marobo dan Sungai Salubattang;

b. garis sempadan sungai bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 3
(tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

c. apabila terdapat bangunan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas
sosial yang sudah terbangun di sempadan sungai harus dilengkapi
dengan talud, perkuatan lereng/tebing sungai, dan membatasi
bangunan baru di sempadan sungai;

d. apabila terdapat bangunan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas
sosial yang sudah terbangun di sempadan sungai yang berpotensi
mengakibatkan bencana dan penurunan fungsi sungai, maka dapat
ditertibkan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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penilaian tingkat potensi bencana dan penurunan fungsi sungai
sebagaimana dimaksud dalam huruf d akan dilakukan oleh instansi
terkait;

konservasi sungai dilakukan melalui kegiatan perlindungan sungai dan
pencegahan pencemaran sungai;

perlindungan sungai dilakukan melalui perlindungan terhadap palung
sungai dan sempadan sungai;

. dalam hal terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, maka

perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan sebagai berikut:
1. menanam tanaman selain rumput;

2. mendirikan bangunan; dan

3. mengurangi dimensi tanggul.

pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk
keperluan tertentu meliputi:

bangunan prasarana sumber daya air;

jalan lingkungan/jalan inspeksi sungai;

fasilitas jembatan dan dermaga;

jaringan pipa gas dan air minum;

rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan

kegiatan lain untuk Kkepentingan umum sepanjang tidak
mengganggu fungsi sungai.

OF G b0 =

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
BA/K-1 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok 1.B.3; dan

2. SWP I.D pada Blok 1.D.2.

Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di SWP
[.D pada Blok 1.D.2;

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di
SWP L.E pada Blok 1.E.1;

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP 1.D pada
Blok [.D.2;

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:

1. SWP I.D pada Blok 1.D.2; dan

2. SWP L.E pada Blok L.E.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di
SWP I.D pada Blok [.D.2; dan

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:

1. SWP I.D pada Blok 1.D.2;

2. SWP L.E pada Blok I.E.1; dan

3. SWP L.F pada Blok I.F.1.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a.

a0

sepanjang koridor garis pantai harus diarahkan menjadi ruang publik
berupa jalan tepian pantai atau ruang terbuka yang dapat diakses dan
dinikmati masyarakat secara mudabh;

konstruksi bangunan gedung di kawasan sempadan pantai harus
memenuhi persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung pada
lingkungan pantai, termasuk kemampuan untuk mendukung beban
muatan yang timbul akibat dinamika lingkungan pantai;

setiap bangunan gedung harus berorientasi ke jalan atau ruang terbuka;
koefisien dasar bangunan maksimal 50% (lima puluh persen), dengan
pengecualian bagi sarana dan prasarana kepelabuhanan;

menyediakan jalur evakuasi bencana dan sarana mitigasi fisik/struktur;
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dalam hal rencana reklamasi belum diwujudkan maka garis pantai yang
digunakan sebagai acuan dalam penetapan sempadan yaitu garis pantai
yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan

dalam hal rencana reklamasi telah diwujudkan sebagian atau
seluruhnya maka garis pantai yang digunakan sebagai acuan dalam
penetapan sempadan yaitu garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata
ruang yang telah terwujud.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

b.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.C pada Blok
@l

Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan

2. SWP IL.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWPI.C pada Blok I.C.1;

3. SWP L.D pada Blok I.D.1;

4. SWP LE pada Blok I.E.2; dan

5. SWPI.G pada Blok I.G.1 dan Blok 1.G.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di
SWP L.E pada Blok 1.E.2;

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan

2. SWPI.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP L.E pada
Blok 1.E.2;

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.LE pada Blok
[.LE.2; dan

. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP [.D pada Blok I.D.1;

3. SWP L.E pada Blok I.E.2; dan

4. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a.

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor ke permukaan bumi,
berupa lokasi:
1. lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 10,5 (sepuluh koma
lima) meter;
2. daerah dengan keadaan tertentu:
a) bangunan, jembatan, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan
adalah 7,0 (tujuh koma nol) meter; dan
b) jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 11,0 (sebelas koma nol) meter.

. tinggi bangunan yang masih dianggap aman dari konduktor atau kabel

saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yakni maksimal 8,0
(delapan koma nol) meter;

. tidak menggunakan material logam di rumah seperti atap dan jemuran

yang dekat dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);

. rumah yang berada dekat saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)

diarahkan menggunakan jemuran tali dan kayu yang ditempatkan di
bawah pohon guna mereduksi risiko medan listrik;
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e. bangunan plafon rumah dibuat lebih tinggi guna mengurangi dampak
radiasi elektromagnetik dari saluran udara tegangan ekstra tinggi
(SUTET);

f. mengggunakan sistem grounding berupa penambahan kabel menuju
kedalam tanah untuk tiap material yang terbuat dari logam, agar terjadi
penetralan dampak radiasi dari saluran udara tegangan ekstra tinggi
(SUTET);

g. memperbanyak tanaman hijau di sekitar rumah, dengan puncak pohon
berjarak minimum 15 (lima belas) meter dari kabel saluran udara
tegangan ekstra tinggi (SUTET) terbawah; dan

h. menghindari aktivitas di sekitar area saluran udara tegangan ekstra tinggi
(SUTET) pada malam hari, karena pada malam hari arus yang mengalir
pada kawat penghantar saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)
lebih tinggi daripada siang hari.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan

Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f
berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak
positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan
dampak negatif bagi masyarakat.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat perangkat untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka
mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR;
dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung
perwujudan RTDR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif
dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 57
Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b
meliputi:
a. transfer of development right (TDR) dengan kode a; dan
b. bonus zoning dengan kode b.
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Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Teknik Pengaturan Zonasi
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

Teknik Pengaturan Zonasi transfer of development right (TDR) dengan kode

a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok
LA.3;

b. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP 1.A pada Blok
[.LA.3;

c. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok
I:A.3;

d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di
SWP [.A pada Blok [.A.2 dan Blok 1.A.3;

e. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP [.A pada
Blok [.A.3;

f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A
pada Blok I.A.2 dan Blok 1.A.3;

g. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada
Blok [.A.3;

h. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.3;

i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di
SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok 1.A.3;

j- Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di
SWP I.A pada Blok [.A.2;

k. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok
LA

1. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.3; dan

m. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP 1.A pada Blok
[.A.2 dan Blok 1.A.3.

Teknik Pengaturan Zonasi transfer of development right (TDR) dengan kode

a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. nilai taksasi lahan menyesuaikan harga pasar setempat; dan

b. peruntukan lahan transfer of development right (TDR) merupakan
kawasan budi daya perkotaan.

Pasal 59

Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP [.D pada Blok
1.D.2;

b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.D pada
Blok 1.D.2;

c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP 1.D pada Blok
[.D:2;

d. Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
BA/K-1 terdapat di:
1. SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan
2. SWP L.D pada Blok 1.D.2.
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e. Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
2. SWP I.D pada Blok [.D.2.

f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan 1.B.2; dan
2. SWPI.D pada Blok 1.D.2.

g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.D pada
Blok 1.D.2;

h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.D
pada Blok 1.D.2;

i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP
[.D pada Blok 1.D.2;

J. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWPI.B pada Blok I.B.1 dan [.B.2; dan
2. SWPIL.D pada Blok 1.D.2.

k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di
SWP I.B pada Blok 1.B.2;

1. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok
[.D.2; dan

m. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan 1.B.2; dan
2. SWPI.D pada Blok I.D.2.

Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

b. pemberian/penambahan koefisien lantai bangunan (KLB) 0,5 (nol koma
lima);

c. pemberian/penambahan koefisien dasar bangunan (KDB) 10% (sepuluh
persen); dan

d. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berlaku apabila
menyediakan ruang parkir sesuai standar satuan ruang parkir (SRP)
berupa pelataran parkir vertikal.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 60
Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di
daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan
Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan,
asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum
Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Jangka waktu RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara adalah

20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode

S (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali

RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara dapat dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategls sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali

Peraturan Wali Kota Palopo tentang RDTR Kecamatan Wara Utara dan

Kecamatan Bara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yvang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional,
dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Peraturan Wali Kota Palopo tentang RDTR Kecamatan Wara Utara dan

Kecamatan Bara dilengkapi dengan rencana dan album peta yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Palopo

ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau
KKPR berlaku ketentuan:

a.

b.

izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

pemanfaatan Ruang di WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara
yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan
dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan

izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan
diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 27 Oktober 2023

H

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP.

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 34
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LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARA
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

WAKTU PELAKSANAAN
PELAKSANA TP TP Il TP Il TP IV TPV
: (TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (TAHUN | (TAHUN
No. PROGRAM PRIORITAS LOKASI | SUMBER | KEMENTERIAN/ | oo . 203 i oy | 205 | 200
PENDANAAN | LEMBAGA YANG e PERANGKAT | oo oo
e e s PROVENET KOs oang |KEPENTIGA | 2 3| B | & & & &
PEMERINTAHAN DI AACE MEMBIDANGI AN & | a g s &l & &
BIDANG MEMBIDANGI
I Perwujudan Rencana Struktur Ruang
A Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
1.1 | Pengembangan sarana SWPLE APBD Kota - - Dinas PUPR | Swasta
pelayanan skala Sub Pusat Blok L.E.2 Swasta Kota Masyarakat
Pelayanan Kota/Kawasan Masyarakat
Perkotaan Rampoang
1.2 | Pengembangan sarana SWP IL.C APBD Kota - - Dinas PUPR | Swasta
pelayanan skala Pusat Blok I.C.1, | Swasta Kota Ay ar K At
Lingkungan Kecamatan SWP LE Masyarakat
Blok LE.2
1.3 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - = Dinas PUPR | Swasta
pelayanan skala Pusat Blok L.A.1 Swasta Kota Masyarakat
Lingkungan Kelurahan/Desa Blok [.A.2, Masyarakat
Sese ey
SWP L.B
Blok [.B.3,
SWP L.D
Blok I.D.1,
SWP LLE
Blok L.E.2,
SWP L.G

Blok I.G.2




WAKTU PELAKSANAAN
PELAKSANA TP 1 TP TP 111 TP IV TPV
Goza~ | ooy | Zoso~ | Goss— | Zot0-
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER = : AT ST
PSR ﬁmm é' m;{:éq::;ﬁ'r PERANGKAT | 2024) 2034) 2039) 2042)
MENYELENGGARA PROVINSI DAERAH KEPENTINGA o) | in ol = w o
KAN URUSAN KOTA YANG glg a9 g g g
[PEMERINTAHAN DI|  _ YANG MEMBIDANGI | NIAINNYA | & | & & | §f & § &
STANG MEMBIDANGI
1.4 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - = Dinas PUPR | Swasta
pelayanan Pusat Rukun Warga Blok I.A.1, Swasta Kota Masyarakat
Blok I.A.2, Masyarakat
Blok LA.3,
SWP 1.B
Blok L.B.1 b2 s ot e i i St
SWP I.C
Blok I.C.1,
SWP L.D
Blok I.D.1,
SWP LE
Blok LE.2,
SWP L.G
Blok I.G.1,
Blok I.G.2
B Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi
1 Perwujudan Jalan Umum
1.1 | Jalan Arteri Primer
Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBN Kementerian | - - - | | |
1.1.1 | Kapasitas Jln.Jenderal Ahmad PUPR
Yani (Palopo)
1.1.2 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBN Kementerian | - - - R
Kapasitas Jln. Hasanuddin PUPR
(Palopo)
1.1.3 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA, APBN Kementerian - - -
Kapasitas JIn. Samratulangi SWP LB, PUPR
(Palopo) /Jalan Batara SWPL.C, _
Lattu/Jalan Andi Attas SWP 1D
1.1.4 | Peningkatan Kualitas dan SWP 1.D, APBN Kementerian | - E -
Kapasitas ruas jalan Bts. Kota SWP LE, PUPR AR S|
Palopo — Bts. Kab. Luwu Utara SWP LF,
/Jalan DR. Ratulangi/Jalan SWP L.G
Diponegoro




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP 1 TP 11 ] TP IV TPV
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (PAHUN | (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | Loou s A i | sha | o
PENDANAAN | LEMBAGA YANG DAERATE PERANGKAT | po. oo
MENTAENGCARA |- PrROVINAT DA KEPENTINGA | § | & & | & & &
KAN URUSAN YANG KOTA YANG N LAINNYA S e p el B e s (s
PEMERINTAHAN DIl ooy | MEMBIDANGI 8 aa|aa a
BIDANG
1.2 | Jalan Arteri Sekunder
1.2.1 | Peningkatan Kualitas dan SWP L.B APBD Kota | - - Dinas PUPR | - W,
Kapasitas Jalan Lingkar Timur SWP L.D Kota
1.2.2 | Peningkatan Kualitas dan SWP L.D APBD Kota | - - Dinas PUPR | - W’
Kapasitas Jalan Beruang SWP LE Kota
Peningkatan Kualitas dan SWP LE APBD Kota - - Dinas PUPR | -
1.2.3 | Kapasitas Jalan Diponegoro — Kota
Somel
Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBD Kota - = Dinas PUPR | -
1.2.4 | Kapasitas Jalan KH. Muh. Kasim Kota
1.2.5 | Peningkatan Kualitas dan SWP L.B APBD Kota - - Dinas PUPR | - |
Kapasitas Jalan Lingkar Kota
(Ponjalae — Pelabuhan)
1.2.6 | Pengembangan ruas jalan SWP I.C, APBD Kota - - Dinas PUPR | -
Lingkar Barat Dalam [ja}an poros SWP I.D, Kota _
Guttu Pareppa — Pepabri — SWP LE,
Pementa — Lassik] SWP L.G
1.2.7 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR | -
Kapasitas Jalan Sungai SWP L.B Kota F
Cerekang
1.2.8 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA, APBD Kota - - Dinas PUPR | -
Kapasitas Jalan Lamaringinang SWP LB Kota
1.2.9 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA, APBD Kota - - Dinas PUPR | - m
Kapasitas Jalan Guttu Pareppa SWPI.C Kota
1.3 | Jalan Kolektor Primer
1.3.1 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBN Kementerian | - Dinas PUPR | -
Kapasitas Jln. Jenderal Ahmad APBD Kota PUPR Kota #
Yani (Palopo)
1.3.2 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBN Kementerian | - Dinas PUPR | -
Kapasitas Jln. Veteran (Palopo) APBD Kota PUPR Kota
1.3.3 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBN Kementerian | - Dinas PUPR | -
Kapasitas Jln. Lasaktia Radja APBD Kota PUPR Kota
(Palopo)




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP 1 TP Il TR I TP IV TPV
oz | a0y | Gosor | Goas | Godos
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER KEMENTERIAN S s Baiar SliAsls
PENDANAAN | LEMBAGA YANC;( m;‘:g&‘::T PERANGKAT A 2] 2034) 2039) 2042)
MENYELENGGARA|  po oo oo DAERAH m‘ mm'mm alzlnlglyga
KAN URUSAN S KotayaNe |SLo oot 1818 818/ 8 8 8
[PEMERINTAHAN DI (ooomoma v | MEMBIDANGI a|la al g g oaa
BIDANG
1.3.4 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBN Kementerian | - Dinas PUPR | -
Kapasitas Poros Palopo — Palopo APBD Kota PUPR Kota *
(KM 348)
1.3.5 | Pembangunan ruas jalan Pesisir | SWP LF APBD - - Dinas Bina | - |
Teluk Bone Provinsi Marga dan
Jasa
Konstruksi
Provinsi
1.4 | Jalan Kolektor Sekunder
1.4.1 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR | -
Kapasitas Jalan Andi Pangerang Kota !
1.5 | Jalan Lokal Sekunder
1.5.1 | Peningkatan Kualitas dan SWP LE APBD Kota | - - Dinas PUPR W
Kapasitas Jalan Garuda Kota
1.5.2 | Peningkatan Kualitas dan SWP LE APBD Kota | - - Dinas PUPR W
Kapasitas Jalan Cendana Kota
1.5.3 | Peningkatan Kualitas dan SWP LE APBD Kota | - E Dinas PUPR #’
Kapasitas Jalan Cendana VIII Kota
1.5.4 | Peningkatan Kualitas dan SWP LE APBD Kota | - - Dinas PUPR %
Kapasitas Jalan Cendana XIII Lr. Kota
5
1.5.5 | Pengembangan jalan lokal SWP LE APBD Kota | - - Dinas PUPR W
sekunder Kota |
1.6 | Jalan Lingkungan Sekunder
1.6.1 | Pengembangan Jalan SWP LA, APBD Kota - = Dinas PUPR | -
Lingkungan Sekunder SWP LB, Kota
SWPI.C,
SWP L.D, S A e S S e D SO S B |
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.
1.6.2 | Peningkatan Kualitas dan SWP LA, APBD Kota - = Dinas PUPR | -
Kapasitas Jalan Lingkungan SWP LB, Kota
Sekunder SWPI.C,
SWP 1.D, }




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

LEMBAGA YANG
KAN URUSAN

BIDANG

KEMENTERIAN /
MENYELENGGARA

[PEMERINTAHAN DI

PERANGEKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGHKAT
DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU
HEPENTINGA
N LAINNYA

TP 1

[TAHUN

T 1L

(TAHUN 2025 -

2024

2025
2026
2027

2028
2029

TP
(TAHUN
2030 -

2034)

TP IV

(TAHUN
2035 -
2039)

TPV
{TAHUN
2040 -
2042)

SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.

Jembatan

2.1

Pembangunan jembatan

SWP LA
Blok .A.1,
Blok .A.2,
Blok 1.A.3;
SWP L.B
Blok 1.B.1,
Blok 1.B.2;
Blok 1.B.3
SWP I.C
Blok I.C.1
SWP LD
Blok I.D.1,
Blok 1.D.2;
SWP LE
Blok ILE.1,
Blok I.LE.2,
Blok LLE.3;
SWP LF
Blok L.F.1,
Blok L.F.2,
SWP LG
Blok I.G1,
Blok 1.G.2,
Blok 1.G.3,
Blok 1.G.4.

APBN
APBD
Provinsi
APBD Kota

Kementerian
PUPR

Dinas PUPR
Kota

2.2

Peremajaan jembatan

SWP LA

Blok LLA.1,
Blok 1LA.2,
Blok 1.A.3;
SWP L.B

Blok LB.1,
Blok 1.B.2;

APBN
APBD
Provinsi
APBD Kota

Kementerian
PUPR

Dinas PUPR
Kota




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

LEMBAGA YANG

KAN URUSAN

BIDANG

KEMENTERIAN /
MENYELENGGARA

[PEMERINTAHAN DI

PERANGEAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGEKAT

KOTA YANG
MEMEBIDANGI

PEMANGKU
KEPENTINGA
N LAINNYA

TP 1

[TAHUN

2023 -
2024)

TP Il

(TAHUN 2025 -

2029)

2023

2024
2025

2026
2

2028

2029

TP I

(TAHUN
2030 -
2034)

TP IV

{TAHUN
2035 -
2039)

TPV
{TAHUN
2040 -
2042)

Blok 1.B.3
SWP L.C
Blok I.C.1
SWP LD
Blok I.D.1,
Blok 1.D.2;
SWPLE
Blok LLE.1,
Blok LLE.2,
Blok L.LE.3;
SWP LLF
Blok L.F.1,
Blok L.F.2,
SWP I.G
Blok I.G1,
Blok [.G.2,
Blok 1.G.3,
Blok 1.G.4.

Halte

3.1

Pembangunan halte

SWP LA
Blok L.A.1
Blok I.A.2,
SWP L.D
Blok 1.D.2,
SWP L.G
Blok I.G.1,
Blok 1.G.2
SWP LF
Blok I.F.2

APBD Kota

Dinas PUPR
Kota

3.2

Rehabilitasi halte

SWP LA
Blok L.A.2.

APBD Kota

Dinas PUPR
Kota




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP TPl TP TP IV TPV
Gozs | 0wy | Govo- | Goss- | Goso-
. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER NTERIAN A S S Gaas
o 2 PENDANAAN TRMRACE TAKE PERANGEAT | PEmANGRAT | o0 - | 22 | R [
MENYELENGGARA DAERAH o | = vl o & o a
KAN URUSAN ROV KOTA YANG |KEFENTINGA | o | of o | a) ql gl Q
PEMERINTAHAN DI NG, MEMBIDANGI | N LAINNYA S|SS|S S S S
BIDANG MEMBIDANGI
2 Jaringan Jalur kerata api antarkota
4.1 | Pembangunan Jalur Kereta Api SWP LF APBN Kementerian | - - -
Antarkota Antarkota Parepare - Perhubungan
Wajo-Belopa-Palopo-Masamba-
Malili
4.2 | Pembangunan sarana SWP LF APBN Kementerian | - - -
pengamanan jalur kereta api Perhubungan BT
Antarkota Antarkota Parepare —
Wajo-Belopa-Palopo-Masamba-
Malili
(o] Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana
1 Rencana Jaringan Energi
1.1 | Pembangunan Jaringan yang SWP LF APBN Kementerian | - - -
menyalurkan gas bumi dari ESDM
kilang pengolahan-konsumen
1.2 | Pemeliharaan dan pengamanan SWP LA, APBN PT. PLN - - Swasta
jaringan transmisi berupa SWP I.C, Swasta e e N R T
saluran udara tegangan ekstra SWP LD,
tinggi (SUTET) SWP LE,
SWP 1.G
1.3 | Pemeliharaan dan pengamanan SWP LA, APBN PT. PLN - - -
saluran udara tegangan SWP LB,
menengah (SUTM) SWPI.C, #
SWP LD,
SWP LE,
SWP 1.G.
1.4 | Pemeliharaan dan pengamanan SWP LA, APBN PT. PLN - - -
saluran udara tegangan rendah SWP L.B,
(SUTR) SWPL.C, *
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,

SWP L.G.




WAKTU PELAKSANAAN

TP 11
(TAHUN 2025 -
2029)

PELAKSANA

TP I

(TAHUN
2030 -
2034)

TP IV

{TAHUN
2035 -
2039)

TPV

{TAHUN
2040 -
2042)

PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER

PENDANAAN

KEMENTERIAN /

LEMBAGA YANG

MENYELENGGARA
KAN URUSAN

PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI

PERANGEKAT
DAERAH
KOTA YANG

PEMANGEU
KEPENTINGA

BIDANG

PEMERINTAHAN DI

YANG
MEMBIDANGI

MEMBIDANGI

N LAINNYA

2023
2024
2025
2026
2027

2028
02

1.5

Pengembangan Gardu Distribusi

SWP LA
Blok L.A.2,
SWP LD
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.2,
SWP 1.G
Blok 1.G.2

APBN

PT. PLN

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Perwujudan Jaringan Tetap

20

Pengembangan jaringan serat
optik

SWP LA,
SWP LB,
SWP I.C,
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.

APBN
Swasta

PT. Telkom
Tbk

Swasta

2.1.2

Pengembangan Rumah Kabel

SWP LA
Blok ILA.1,
SWP 1.B
Blok 1.B.2,
SWP 1.D
Blok I.D.1
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LLE.2,
SWP I.G
Blok 1.G.2

APBN

PT. Telkom
Thk

_
—

25053

Pengembangan Kotak Pembagi

SWP LA
Blok I.A.1
SWP LB
Blok 1.B.2
Blok I.B.3,
SWP L.D
Blok 1.D.1,
Blok 1.D.2,

APBN

PT. Telkom
Tbk




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP T TP 1 TP IV TPV
(TAHUN (TAHUN 2025 - (FAHUN (FAHUN (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER Gt 20%9) Gl e s B s g
LR ﬁm"rﬁm é m:;\:l?:::’r s el 2024) 2034) 2020) 2042)
MENYELENGGARA [ oo oooo DAERAH !m:! Mmmm& Alolzlnles s
KAN URUSAN YANG KOTA YANG N LAINNYA b [ s I s B B
m:g::gm DIl \eMBIDANGT | MEMBIDANGI LS U RS IR ES (G
SWP LLE
Blok LE.2,
SWP 1.G
Blok 1.G.1,
Blok .G.2
2.2 | Perwujudan Jaringan Bergerak Terestrial
2.2.1 | Pengembangan infrastruktur SWP LA APBN Kementerian | - - Swasta
jaringan mikro digital Blok L.A.1, Swasta Infokom
SWP L.B S T R S s B 7y e O]
Blok I.B.3,
SWP L.D
Blok 1.D.2,
SWP L.G
Blok 1.G.2
2.3 | Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler
2.3.1 | Pengembangan menara base SWP LD Swasta - Swasta
transceiver station (BTS) Blok 1.D.1
Blok 1.D.2
SWP LE
Blok L.LE.2
2.3.1 | Pemeliharaan dan pengamanan SWP L.D Swasta - - - Swasta
menara base transceiver station Blok 1.D.1
(BTS) Blok 1.D.2
SWP LE
Blok LE.2
3 Rencana Jaringan Sumber Daya Air
3.1 | Pembangunan jaringan SWP LF APBD Kota | - - Dinas PUPR | - %
pengendalian banjir Kota
3.2 | Pemeliharaan jaringan SWP LF APBD Kota | - - Dinas PUPR | - W
pengendalian banjir Kota
< Rencana Jaringan Air Minum
4.1 | Jaringan Perpipaan
4.1.1 | Pengembangan bangunan SWP LE APBD Kota PDAM TM #
pengambil air baku Blok LLE.2 Palopo
4.1.2 | Pengembangan jaringan SWP LE APBD Kota | - - PDAM TM - H
transmisi air baku Palopo




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP 1 TPl TP TP IV PV
QUK s o o |t
NO. PROGRAM PRIORITAS LOEKASI PEBNU:A?UFAI.!AN mm é' m:nnom’r o 2.4 2024) 2034) 2039) 2042)
MERIELENGIARS | PROVINSI DAERAH I weentiNGA | Q| & 2| 81 & 8 &
KAN URUSAN YANG KOTA YANG N LAINNYA g g § g g § g
m:ﬁ;};ﬁl&ﬂ DI MEMBIDANGI MEMBIDANGI
4.1.3 | Pengembangan kapasitas SWP LE APBD Kota - - PDAM TM - e A S, o, Bl M R |
instalasi produksi Blok LLE.2 Palopo
4.1.4 | Pengembangan jaringan SWP LA, APBD Kota - . PDAM TM -
distribusi pembagi SWP LB, Palopo
ik oo 2 ow-sew v
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.
4.1.5 | Pemeliharaan dan pengamanan SWP LA, APBD Kota - - PDAM TM -
jaringan distribusi pembagi SWP LB, Palopo
SWP L.C, e
SWP L.D,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.
4.1.6 | Pengembangan hidran SWP LA APBD Kota - - PDAM T™M -
kebakaran Blok [.A.1, Palopo
SWP L.B
Blok [.B.2,
SWPL.D
Blok I.D.1,
SWP L.G
Blok 1.G.2
5 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5.1 | pengadaan sarana dan SWP L.D APBD Kota | - - Dinas LH & | - H
prasarana pendukung subsistem Kebersihan
pelayanan Kota
5.2 | Pemeliharaan dan pengamanan SWP I.D APBD Kota - - Dinas -
pipa persil Rusunawa Perkim Kota —
6 Rencana Jaringan Persampahan
6.1 Pengadaan tempat SWP LA APBD Kota - - Dinas LH & | - | | i |
penampungan sementara (TPS) Blok 1.A.1, Kebersihan
SWP L.B Kota
Blok 1.B.2,

Blok 1.B.3,




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TP T
(TAHUN

TP I

KEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG

KAN URUSAN

BIDANG

MENYELENGGARA

IPEMERINTAHAN DI

PERANGEAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGEKAT
DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU
KEPENTINGA
N LAINNYA

2023 -
2024)

(TAHUN 2025 -

2023
2024
2025

026

2028
2029

TP 111

{(TAHUN
2030 -
2034)

TP IV
{TAHUN
2035 -
2039)

TPV
(TAHUN
2040 -

2042)

SWP L.D
Blok 1.D.2,
SWP L.LE
Blok LE.2

6.2

Pengadaan bak sampah rumah
tangga sebagai pendukung
tempat penampungan sementara
(TPS)

SWP LA
Blok L.A.1,
SWP L.B
Blok 1.B.2,
Blok 1.B.3,
SWP LD
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.2

APBD Kota
Masyarakat

Dinas LH &
Kebersihan
Kota

Masyarakat

Rencana Jaringan Drainase

7l

Pengembangan jaringan drainase
primer

SWP LA,
SWP LB,
SWP I.C,
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.

APBD Kota

Dinas PUPR
Kota

T2

Rehabilitasi jaringan drainase
primer

SWP LA,
SWP LB,
SWP L.C,
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP LG.

APBD Kota

Dinas PUPR
Kota

73

Pengembangan jaringan drainase
sekunder

SWP LA,
SWP LB,
SWPL.C,
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.

APBD Kota

Dinas PUPR
Kota




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP 1 TP TPl TP IV TP V
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (TAHUN | (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | oo i e S el i by
PENDANAAN | LEMBAGA YANG Rt PERANGKAT | oy
A L YGOARA i PRovINST DAERAH  \peeentiNGA | Q| &l 2| 8l 5| 8 &
KAN URUSAN S KoTavaNe (ST o 1 818 818 8 8 8
PEMERINTAHAN DI MEMBIDANGI MEMBIDANGI LA B L ] B
BIDANG
7.4 | Rehabilitasi jaringan drainase SWP LA, APBD Kota - - Dinas PUPR | -
sekunder SWP L.B, Kota (e e e R ]
SWP 1.C,
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.
75 Pengembangan jaringan drainase | SWP LA, APBD Kota - - Dinas PUPR | -
tersier SWP 1.B, Kota
SWELS T e R e S B N S
SWP L.D,
SWP LE,
SWP L.F,
SWP L.G.
7.6 Rehabilitasi jaringan drainase SWP LA, APBD Kota - - Dinas PUPR | -
tersier SWP L.B, Kota
SWP L.C, R e aer e ]
SWP L.D,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.
T Pengembangan jaringan drainase | SWP LA, APBD Kota - - Dinas PUPR | Swasta
lokal SWP LB, Swasta Kota
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP L.G.
8 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
8.1 Jalur Evakuasi Bencana
8.1.1 | Pengembangan jalur evakuasi SWP LA, APBD Kota B - BPBD Kota | -
bencana Jln. Samratulangi SWP LB,
(Palopo)/Jalan Batara SWPI.C,
Lattu/Jalan Andi Attas SWP 1.D
8.1.2 | Pengembangan jalur evakuasi SWP LA APBD Kota - - BPBD Kota | -
JIn. Hasanuddin (Palopo)
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8.1.3 | Pengembangan Jalan SWP LA APBD Kota = BPBD Kota | -
Lamaranginang SWP L.B ﬁ
8.1.4 | Pengembangan jalur evakuasi SWP L.D APBD Kota - BPBD Kota | -
Jalan Beruang SWP LE
8.1.5 | Pengembangan Jalan Guttu SWP LA APBD Kota - BPBD Kota | -
Pareppa SWPI.C |
8.1.6 | Pengembangan Jalan Diponegoro | SWP LE APBD Kota - BPBD Kota
- Somel
8.1.7 | Pengembangan jalur evakuasi SWP LD, APBD Kota - BPBD Kota
Jalan lingkungan sekunder SWP L.G.
8.1.8 | Pengembangan jalur evakuasi SWP L.D,
ruas jalan Bts Kota Palopo - Bts. | SWP LE,
Kab. Luwu Utara /Jalan DR. SWP LF,
Ratulangi/Jalan Diponegoro SWP L.G
8.2 Tempat Evakuasi
8.2.1 | Pengembangan titik kumpul SWP LA APBD Kota - BPBD Kota | Swasta
lapangan parkir pusat Blok L.A.2 Swasta
perbelanjaan City Market
8.2.2 | Pengembangan titik kumpul SWP L.B APBD Kota BPBD Kota | Swasta
lapangan parkir Universitas Blok 1.B.3 Swasta
Cokroaminoto
8.2.3 | Pengembangan titik kumpul SWP L.D APBD Kota - BPBD Kota | -
lapangan Institut Agama Islam Blok 1.D.2
Negeri
8.2.4 | Pengembangan titik kumpul SWP L.G APBD Kota - BPBD Kota | -
lapangan parkir Rumah Sakit Blok I.G.1
Umum Daerah Sawerigading
8.2.5 | Pengembangan titik kumpul SWP L.G APBD Kota - BPBD Kota | -
lapangan parkir Lembaga Blok [.G.2
Pemasyarakatan
8.3 Tempat Evakuasi Sementara
8.3.1 | Pengembangan tempat evakuasi | SWP I.C APBD Kota 5 BPBD Kota | - #‘
sementara lapangan Kodim Blok I.C.1
8.3.2 | Pengembangan tempat evakuasi | SWP LD APBD Kota - BPBD Kota | - |
sementara lapangan parkir Blok 1.D.2 !
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gedung serba guna Institut
Agama Islam Negeri
8.3.3 | Pengembangan tempat evakuasi | SWP LE APBD Kota - - BPBD Kota | -
sementara lapangan To’bulung Blok L.LE.2 m
8.4 Tempat Evakuasi Akhir
8.4.1 | Pengembangan tempat evakuasi | SWP LA APBD Kota - - BPBD Kota | -
akhir Gedung Serba Guna Blok .LA.3
Saodenrae Convention Center
8.5 Jalur Sepeda
8.5.1 | Pengembangan jalur sepeda Jln. | SWP LA APBD Kota - - Dinas - | | |
Jenderal Ahmad Yani (Palopo) Perhubungan '
Kota
8.5.2 | Pengembangan jalur sepeda Jin. | SWP LA APBD Kota - - Dinas -
Hasanuddin (Palopo) Perhubunga (AL Eiocs SR s |
n Kota
8.5.3 | Pengembangan jalur sepeda Jln. | SWP LA, APBD Kota - - Dinas -
Samratulangi (Palopo)/Jalan SWP LB, Perhubunga _
Batara Lattu/Jalan Andi Attas SWPI.C, n Kota
SWP LD
8.5.4 | Pengembangan jalur sepeda ruas | SWP L.D, APBD Kota - - Dinas -
jalan Bts. Kota Palopo — Bts. SWP LE, Perhubunga e e O T s o
Kab. Luwu Utara/Jalan DR. SWP LF, n Kota
Ratulangi/Jalan Diponegoro SWP L.G
8.5.5 | Pengembangan jalur sepeda SWP L.LB APBD Kota - - Dinas -
Jalan Lingkar Timur SWP IL.D Perhubunga i S RS
n Kota
8.5.6 | Pengembangan jalur sepeda SWP LD APBD Kota - - Dinas -
Jalan Beruang SWPLE Perhubunga i R L B S T M|
n Kota
8.5.7 | Pengembangan jalur sepeda SWP LA APBD Kota - - Dinas B
Jalan KH. Muh. Kasim Perhubunga q
n Kota
8.5.8 | Pengembangan jalur sepeda SWP LB APBD Kota - - Dinas B
Jalan Lingkar (Ponjalae - Perhubunga
Pelabuhan) n Kota
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8.5.9 | Pengembangan jalur sepeda SWP L.C, APBD Kota - Dinas -
Jalan Lingkar Barat Dalam (jalan | SWP L.D, Perhubunga
poros Guttu Pareppa — Pepabri -~ | SWP LE, n Kota *
Pamenta - Lassik) SWP .G
8.5.10| Pengembangan jalur sepeda SWP LA APBD Kota - Dinas -
Jalan Sungai Cerekang SWP LB Perhubunga B e s e R sEa |
n Kota
8.5.11| Pengembangan jalur sepeda SWP LA APBD Kota - Dinas -
Jalan Lamaranginang SWP L.B Perhubunga R
n Kota
8.5.12| Pengembangan jalur sepeda SWP LA APBD Kota - Dinas -
Jalan Guttu Pareppa SWPL.C Perhubunga —
n Kota
8.5.13| Pengembangan jalur sepeda Jln. | SWP LA;
Veteran (Palopo) F
8.5.14| Pengembangan jalur sepeda Jin. | SWP LA APBD Kota - Dinas -
Lasaktia Radja (Palopo) Perhubunga
n Kota
8.5.15| Pengembangan jalur sepeda SWP LE APBD Kota - Dinas -
Jalan Garuda Perhubunga B et ATt
n Kota
8.5.16| Pengembangan jalur sepeda SWP LE APBD Kota - Dinas -
Jalan Cendana Perhubunga R ]
n Kota
8.5.17 | Pengembangan jalur sepeda SWP LE APBD Kota - Dinas B
Jalan Cendana VIII Perhubunga —
n Kota :
8.3.18| Pengembangan jalur sepeda SWP LE APBD Kota Dinas
Jalan Cendana XIII Lr. 5 Perhubunga b
n Kota
8.5.19| Pengembangan jalur sepeda SWP LE APBD Kota E Dinas E
Jalan Diponegoro - Somel Perhubunga
n Kota
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8.5.20| Pengembangan jalur sepeda SWP LE APBD Kota - - Dinas -
jalan lokal sekunder Perhubunga GEEmER e |
n Kota
8.5.21| Pengembangan jalur sepeda SWP LA, APBD Kota - - Dinas -
jalan lingkungan sekunder SWP LB, Perhubunga
SWP LD, n Kota Fneas
SWPLE,
SWP L.F,
SWP LG
8.5.22| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota - - Dinas -
jalur sepeda Jln. Jenderal Perhubunga SEar e
Ahmad Yani (Palopo) n Kota
8.5.23| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota - - Dinas -
jalur sepeda Jln. Hasanuddin Perhubunga
(Palopo) n Kota
8.5.24| Pemasangan papan informasi SWP LA, APBD Kota - - Dinas =
jalur sepeda Jln. Samratulangi SWP LB, Perhubunga
(Palopo)/Jalan Batara SWP L.C, n Kota
Lattu/Jalan Andi Attas SWP LD
8.5.25| Pemasangan papan informasi SWP L.D, APBD Kota - - Dinas -
jalur sepeda ruas jalan Bts. Kota | SWP LE, Perhubunga s e A o
Palopo — Bts. Kab. Luwu SWP LF, n Kota
Utara/Jalan DR. SWP L.G
Ratulangi/Jalan Diponegoro
8.5.26| Pemasangan papan informasi SWPILB APBD Kota - - Dinas -
jalur sepeda Jalan Lingkar SWP LD Perhubunga .
Timur n Kota
8.5.27 | Pemasangan papan informasi SWP L.D APBD Kota - - Dinas - h
jalur sepeda Jalan Beruang SWP LE Perhubunga
n Kota
8.5.28| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota - - Dinas - S
jalur sepeda Jalan KH. Muh. Perhubunga
Kasim n Kota
8.5.29| Pemasangan papan informasi SWP LB APBD Kota - - Dinas -
jalur sepeda Jalan Lingkar Perhubunga W
(Ponjalae — Pelabuhan) n Kota
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8.5.30| Pemasangan papan informasi SWP L.C, APBD Kota - Dinas -
jalur sepeda Jalan Lingkar Barat | SWP LD, Perhubunga
Dalam (jalan poros Guttu SWP LE, n Kota Yy g e e L
Pareppa — Pepabri - Pamenta — SWP .G
Lassik)
8.5.31| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota . Dinas - T S
jalur sepeda Jalan Sungai SWP LB Perhubunga
Cerekang n Kota
8.5.32| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota - Dinas -
jalur sepeda Jalan SWP L.B Perhubunga EEEEr T ETEE A
Lamaranginang n Kota
8.5.33| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota - Dinas -
jalur sepeda Jalan Guttu SWP I.C Perhubunga *
Pareppa n Kota
8.5.34| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota Dinas -
jalur sepeda Jln. Veteran Perhubunga
(Palopo) n Kota
8.5.35| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota B Dinas - et i rasa |
jalur sepeda Jln. Lasaktia Radja Perhubunga
(Palopo) n Kota
8.5.36 | Pemasangan papan informasi SWP LLE APBD Kota - Dinas .
jalur sepeda Jalan Garuda Perhubunga [AEmiasss Seab i E sy |
n Kota
8.5.37 | Pemasangan papan informasi SWP LE APBD Kota - Dinas -
jalur sepeda Jalan Cendana Perhubunga st bade e ]
n Kota
8.5.38| Pemasangan papan informasi SWPLE APBD Kota - Dinas -
jalur sepeda Jalan Cendana VIII Perhubunga R
n Kota
8.5.39| Pemasangan papan informasi SWP LE APBD Kota - Dinas - o2 "o e s i)
jalur sepeda Jalan Cendana XIII Perhubunga
Lr. 5 n Kota
8.5.40| Pemasangan papan informasi SWP LE APBD Kota - Dinas -
jalur sepeda Jalan Diponegoro - Perhubunga W
I Somel n Kota
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8.5.41| Pemasangan papan informasi SWP LA APBD Kota - - Dinas z sy o
jalur sepeda Jalan Poros Palopo Perhubunga
— Palopo (KM 348) n Kota
8.5.42| Pemasangan papan informasi SWP LLE APBD Kota - Dinas -
jalur sepeda jalan lokal sekunder Perhubunga s e s
n Kota
8.5.43| Pemasangan papan informasi SWP LA, APBD Kota - - Dinas -
jalur sepeda jalan lingkungan SWP LB, Perhubungan
sekunder SWPIL.D, Kota
SWP LE, [RCELERa R =
SWP LF,
SWP 1.G
8.6 | Jaringan Pejalan Kaki
8.6.1 | Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | - I |
jaringan pejalan kaki Jln. Kota
Jenderal Ahmad Yani (Palopo)
8.6.2 | Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jln. Kota N R |
Hasanuddin (Palopo)
8.6.3 | Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Kota EEEEEEE
Poros Palopo - Palopo (KM 348)
8.6.4 | Pengembangan dan penataan SWP LA, APBD Kota - - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jln. SWP 1.B, Kota R e e
Samratulangi (Palopo)/Jalan SWP I.C,
Batara Lattu/Jalan Andi Attas SWP L.D
8.6.5 | Pengembangan dan penataan SWP L.D APBD Kota - - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki ruas jalan | SWP LE, Kota EASRRTE
Bts. Kota Palopo - Bts. Kab. SWP LF,
Luwu Utara/Jalan DR. SWP 1.G;
Ratulangi/Jalan Diponegoro
8.6.6 | Pengembangan dan penataan SWP L.B APBD Kota - - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan SWP L.D Kota m
Lingkar Timur
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Pengembangan dan penataan SWP L.D APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan SWP LE Kota EEE=
Beruang
Pengembangan dan penataan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Kota EEE
Diponegoro — Somel
Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan KH. Kota q
Muh. Kasim
Pengembangan dan penataan SWP 1L.B APBD Kota = Dinas PUPR | - d
jaringan pejalan kaki Jalan Kota
Lingkar (Ponjalae — Pelabuhan)
Pengembangan dan penataan SWPI.C, APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan SWP 1.D, Kota
Lingkar Barat Dalam (jalan poros | SWP LE, [
Guttu Pareppa - Pepabri - SWP 1.G
Pamenta — Lassik)
Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Kota R
Sungai Cerekang
Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan SWP L.B Kota T
Lamaranginang
Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota = Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan SWPI.C Kota [
Guttu Pareppa
Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jin. Kota .
Veteran (Palopo)
Pengembangan dan penataan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jin. Kota Eocs )
Lasaktia Radja (Palopo)
Pengembangan dan penataan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Kota H
Garuda
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8.6.18| Pengembangan dan penataan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Kota eS|
Cendana
8.6.19| Pengembangan dan penataan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Kota =]
Cendana VIII
8.6.20| Pengembangan dan penataan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Kota ?
Cendana XIII Lr. 5
8.6.21| Pengembangan dan penataan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki jalan lokal Kota
sekunder
8.6.22| Pengembangan dan penataan SWP LD APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki Jalan Andi Kota S 2 ]
Pangerang
8.6.23| Pengembangan dan penataan SWP LA, APBD Kota - Dinas PUPR | -
jaringan pejalan kaki jalan SWP LB, Kota
lingkungan sekunder SWP I.C,
SWP LD,
SWP LE,
SWP LF,
SWP 1.G
8.6.24 | Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota EEEN
JIn. Jenderal Ahmad Yani
(Palopo)
8.6.25| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota
JIn. Hasanuddin (Palopo)
8.6.26| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | - '
prasarana jaringan pejalan kaki Kota —
Jalan Poros Palopo — palopo (KM
348)
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8.6.27| Penyediaan sarana dan SWP LA, APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki | SWP LB, Kota
JIn. Samratulangi (Palopo)/Jalan | SWP I.C, [T
Batara Lattu/Jalan Andi Attas SWP I.D
8.6.28| Penyediaan sarana dan SWP LD APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki | SWP LE, Kota R
ruas jalan Bts. Kota Palopo - SWP LF,
Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR. | SWP L.G;
Ratulangi/Jalan Diponegoro
8.6.29| Penyediaan sarana dan SWP L.LB APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki | SWP LD Kota F
Jalan Lingkar Timur
8.6.30| Penyediaan sarana dan SWP L.D APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki | SWP LE Kota
Jalan Beruang
8.6.31| Penyediaan sarana dan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota e
Jalan Diponegoro - Somel
8.6.32| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota |
Jalan KH. Muh. Kasim
8.6.33| Penyediaan sarana dan SWP L.B APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota
Jalan Lingkar (Ponjalae - EEEEE
Pelabuhan)
8.6.34| Penyediaan sarana dan SWP I.C, APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki | SWP LD, Kota
Jalan Lingkar Barat Dalam (jalan | SWP LE,
poros Guttu Pareppa - Pepabri- | SWP LG
Pamenta - Lassik)
8.6.35| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota D=
Jalan Sungai Cerekang
8.6.36| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki SWP LB Kota H
Jalan Lamaranginang
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8.6.37| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki | SWPI.C Kota Ju 2 e
Jalan Guttu Pareppa
8.6.38| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota e
Jln. Veteran (Palopo)
8.6.39| Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota
JIn. Lasaktia Radja (Palopo)
8.6.40| Penyediaan sarana dan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota [
Jalan Garuda
8.6.41| Penyediaan sarana dan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota ===
Jalan Cendana
8.6.42| Penyediaan sarana dan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota ==
Jalan Cendana XIII
8.6.43| Penyediaan sarana dan SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota =
Jalan Cendana XIII Lr. 5
8.6.44 | Penyediaan sarana dan SWP LA APBD Kota - Dinas PUPR | - o T T T W A S I B P s sl
prasarana jaringan pejalan kaki Kota
Jalan Andi Pangerang
8.6.45 | Penyediaan sarana dan SWP LE APBD Kota Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki Kota [
jalan lokal sekunder
8.6.46 | Penyediaan sarana dan SWP LA, APBD Kota - Dinas PUPR | -
prasarana jaringan pejalan kaki | SWP L.B, Kota
jgfan ingcungan ecincet il D R S e e i
SWP LD,
SWPLE,
SWP LF,
SWPL.G
II Perwujudan Rencana Pola Ruang
A Perwujudan Zona Lindung




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA ™1 TPl TP 1 TP IV TPV
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (TAHUN | (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | pooo oo = o s el (Seshid
PENDANAAN | LEMBAGA YANG BARRATE PERANGRAT | Lo o o
MENYELENGGARA PROVINSI DAERAH KEPENTINGA o - w ol =] o o
KAN URUSAN SAdG KOTAYANG [SPlecotd | 81 8l 8| 8 & & &
MERINTAHAN nrr MEMBIDANGI | MEMBIDANGI aaqla)daaa
BIDANG
1 Zona Perlindungan Setempat
1.1 Penanaman vegetasi mangrove di | SWP L.F APBD Kota - Dinas LH & | Swasta | | | I
sub-zona perlindungan setempat | Blok L.F.1, Swasta Kebersihan
dengan kode PS Blok L.F.3 Kota
1.2 | Rehabilitasi vegetasi mangrove di | SWP LF APBD Kota - Dinas LH & | Swasta
sub-zona perlindungan setempat | Blok L.F.1, Swasta Kebersihan RN
dengan kode PS Blok I.LF.3 Kota
1.3 | Pemasangan papan informasidi | SWP LLE APBD Kota - Dinas LH & | -
sub-zona perlindungan setempat | Blok L.LE.3, Kebersihan
dengan kode PS SWP L.F Kota oenescod
Blok L.F.1,
Blok LF.2,
Blok L.F.3
1.4 | Pengembangan jalan inspeksi SWP LE APBD Kota - Dinas PUPR | -
sungai di sub-zona perlindungan | Blok LE.3, Kota
setempat dengan kode PS SWP LF
Blok LF.1,
Blok L.F.2,
Blok L.F.3
1.5 | Penertiban sempadan sungai di SWP LE APBD Kota - Satpol PP -
sub-zona perlindungan setempat | Blok LE.3, Kota
dengan kode PS SWP LF *
Blok LF.1,
Blok LF.2,
Blok LF.3
2 Zona Ruang Terbuka Hijau
24 Pengembangan sub-zona rimba SWP I.C APBD Kota - Dinas LH & | -
kota dengan kode RTH-1 Blok 1.C.1, Kebersihan
Blok 1.C.2, Kota
SWP L.D
Do LD 2, e S T8 O
SWP LLE
Blok L.E.3,




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP 1 TP 1L TP 111 TP IV TPV

(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN (TAHUN (TAHUN
2023 - 2029) 2030 - | 2035- 2040 -
PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER KEMENTERIAN / | poo oo 2024) 2034) 2049) 2042)

PENDANAAN | LEMBAGA YANG S AEASY PERANGKAT | o0 oo

PROVINSI o KEPENTINGA
KOTA YANG
YANG MEMBIDANGI N LAINNYA
MEMBIDANGI

:

2023
2024
2025
02
2028
2029

Pengembangan fasilitas SWP I.C APBD Kota - = Dinas LH & | -

penunjang di sub-zona rimba Blok I.C.1, Kebersihan
kota dengan kode RTH-1 Blok 1.C.2, Kota *
SWP I.D

Blok .D.2,
SWP LE
Blok LE.3,

Pengembangan sub-zona taman | SWP LA APBD Kota - - Dinas LH & | -
kota dengan kode RTH-2 Blok I.A.S, Kebersihan _
SWPI.C Kota
Blok I.C.1,
Blok I.C.2,
Blok I.C.3,
SWP LD
Blok 1.D.1,
SWP LE
Blok LLE.2,
SWP LLF
Blok L.F.1

Pengembangan fasilitas SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR | -
penunjang di Sub-Zona taman Blok L.A.3, Kota
kota dengan kode RTH-2 SWP IL.C
Blok I.C.1,
Blok 1.C.2, R T T
Blok I.C.3,
SWP LD
Blok I.D.1,
SWP LLE
Blok LLE.2,
SWP L.F
Blok L.F.1

Pengembangan sub-zona taman | SWP LE APBD Kota E - Dinas PUPR | -
kecamatan dengan kode RTH-3 Blok LE.2 Kota

Pengembangan fasilitas SWP LE APBD Kota - C Dinas PUPR | -
penunjang di sub-zona taman Blok LE.2 Kota
kecamatan dengan kode RTH-3




NO.

PROGRADM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TPl
(TAHUN 2025 -

HEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG

MERINTAHAN DI
BIDANG

PERANGEKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGEAT
DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU

2029)

ol b=
gl 8

2028
2029

202
2024
2025

TP
(PAHUN
2030 -

2034)

™IV
{FAHUN
2035 -
2039)

TPV
(TAHUN
2040 -
2042)

2.7

Pengembangan taman kelurahan
dengan kode RTH-4

SWP L.D
Blok I.D.2

APBD Kota

- Dinas PUPR

Kota

2.8

Pengembangan fasilitas
penunjang di sub-zona taman
kelurahan dengan kode RTH-4

SWP L.D
Blok 1.D.2

APBD Kota

- Dinas PUPR

Kota

29

Pengembangan sub-zona taman
RW dengan kode RTH-5

SWP LA
Blok A.3
SWP LD
Blok 1.D.2
SWP LF
Blok LLF.1
SWP I.G
Blok I.G.2

APBD Kota

B Dinas PUPR

Kota

Pengembangan fasilitas
penunjang di sub-zona taman
RW dengan kode RTH-5

SWP LA
Blok A.3
SWP L.D
Blok I.D.2
SWP LF
Blok L.F.1
SWP L.G
Blok 1.G.2

Pengembangan sub-zona
pemakaman dengan kode RTH-7

SWP LA
Blok ILA.1,
SWP LB
Blok 1.B.3,
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP L.D
Blok 1.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LLE
Blok 1.E.2,
SWP I.G
Blok 1.G.1
Blok 1.G.2

APBD Kota
Masyarakat

- Dinas PUPR

Kota

Masyarakat




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP1 TPl TRl TP IV PV
(TAHUN {TAHUN 2025 - (TAHUN | (TAHUN | (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | _.. . iy s e | i Res by
PENDANAAN | LEMBAGA YANG KT PERANGKAT | oo o
MENYELENGGARA PROVINSI DAERAH KEPENTINGA o - ol =] o o
KAN URUSAN TANG KOTA YANG |"L° oo PR R s T S S
[PEMERINTAHAN DI| o oot | MEMBIDANGI aa alal aaa
BIDANG
2.12 | Pengembangan fasilitas SWP LA APBD Kota - B Dinas PUPR Masyarakat
penunjang sub-zona Blok L.A.1, Masyarakat Kota
pemakaman dengan kode RTH-7 | SWP L.B
Blok LB.3, R T e s e
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP LD
Blok L.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.2,
SWP LG
Blok I.G.1
Blok 1.G.2
2.7 | Pembebasan lahan ruang SWP L.LF APBD Kota Dinas
terbuka hijau Blok L.F.1 - - Pertanahan
SWP L.D Kota
Blok 1.D.2
3 Zona Konservasi
3.1 | Sub-Zona Taman Pulau Kecil dengan kode TPK
3.1.1 | Pengembangan vegetasi SWP LF APBD Kota - - DinasLH & | - w
pepohonan Blok L.F.1, Kebersihan
Blok LF.3. Kota
3.1.2 | Pengembangan sarana ekowisata | SWP LLF APBD Kota - - Dinas -
Blok LF.1, Pariwisata O e
Blok I.F.3. dan
Ekonomi
Kreatif Kota
3.1.3 | Pengembangan dermaga perahu | SWP LF APBD Kota - - Dinas PUPR | -
di Sub-Zona taman pulau kecil | Blok LF.1, Kota B
Blok L.F.3.
3.1.4 | Pembangunan tanggul pemecah | SWP LF APBD Kota - - Dinas PUPR | -
ombak Blok LF.1, Kota m
Blok LF.3.
4 Zona Cagar Budaya
4.1 Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TP 1

HKEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG
MENYELENGGARA
KAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI

BIDANG

PERANGEAT | ppp ANGKAT

DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

(TAHUN
2023 -
2024)

(TAHUN 2025 -

TP IV
TAHUN
2035 -

TP

(TAHUN
2030 ~
2034)

TP

2029)
2039)

2023
2024

2025

2026

:

2028
2029

™V
(TAHUN
2040 -
2042)

4.1.1

Revitalisasi kawasan Masjid
Djami

SWP LA
Blok [LA.3

APBN
APBD Kota

Kementerian
Dikbud

- Dinas PUPR
Kota

4.1.2

Pengembangan sarana fungsi
penunjang

SWP LA
Blok .LA.3

APBD Kota

- Dinas PUPR
Kota

Zona Ekosistem Mangrove

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Rehabilitasi mangrove di Sub-
Zona ekosistem mangrove

SWP LF
Blok L.F.1,
Blok I.F.3

APBD Kota

- Dinas LH &
Kebersihan
Kota

Pembangunan pondok
perlindungan nelayan

SWP L.F
Blok L.F.1,
Blok LLF.3

Masyarakat

Zona Badan Air

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

Perlindungan kerusakan badan
air sungai

SWP LA,
Blok [LA.1,
Blok I.LA.2,
Blok I.LA.3
SWP L.B,
Blok I.B.1,
Blok 1.B.2,
Blok I.B.3
SWPI.C
Blok I.C.1
Blok 1.C.2;
SWP L.D
Blok 1.D.1
Blok 1.D.2;
SWPLE
Blok LLE.1,
Blok LLE.2,
Blok I.LE.3;
SWP L.LF
Blok I.F.1,
Blok L.F.2,
Blok I.F.3

APBD Kota

Dinas PUPR
Kota

- Dinas PUPR
Kota




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

HEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG

KAN URUSAN

BIDANG

MENYELENGGARA

PEMERINTAHAN DI

PERANGEAT

PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGKAT
DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU
KEPENTINGA
N LAINNYA

TP 1
(TAHUN 2025 -
2029)

5
]

2028

2025
2026

2029

TP U
{TAHUN
2030 -

2034)

TP IV
(TAHUN
2035 -

2039)

TPV
(TAHUN

2042)

SWP L.G

Blok 1.G.1,
Blok 1.G.2,
Blok .G.3,
Blok 1.G.4.

6.2

Perlindungan pencemaran
daerah aliran sungai

SWP LA,
Blok LLA.1,
Blok 1.A.2,
Blok 1.LA.3
SWP LB,
Blok 1.B.1,
Blok 1.B.2,
Blok 1.B.3
SWPI.C
Blok I.C.1
Blok 1.C.2;
SWPIL.D
Blok I.D.1
Blok 1.D.2;
SWP LE
Blok LE.1,
Blok LLE.2,
Blok LE.3;
SWP LF
Blok L.F.1,
Blok L.F.2,
Blok I.F.3
SWP 1.G
Blok 1.G.1,
Blok 1.G.2,
Blok 1.G.3,
Blok 1.G.4.

APBD Kota

Dinas LH &
Kebersihan
Kota

Dinas LH &
Kebersihan
Kota

6.3

Perlindungan penyempitan
daerah aliran sungai

SWP LA,
Blok L.A.1,
Blok 1.A.2,
Blok 1.A.3
SWP LB,

APBD Kota

Dinas PUPR
Kota

Dinas PUPR
Kota




NO.

PROGRAM PRIORITAS LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TP
(TAHUN

LEMBAGA YANG

KAN URUSAN

BIDANG

HKEMENTERIAN /

[PEMERINTAHAN DI

PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGKAT

KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU

N LAINNYA

2023 -

™I

(TAHUN 2025 -

2023
2024

2025

2028
2029

TP I
(TAHUN
2030 -

2034)

TP IV

{TAHUN
2035 -
2039}

TPV
(TAHUN
2040 -
2042)

Blok I.B.1,
Blok 1.LB.2,
Blok I.B.3
SWPI.C
Blok I.C.1
Blok 1.C.2;
SWPIL.D
Blok I.D.1
Blok 1.D.2;
SWP LE
Blok I.LE.1,
Blok LLE.2,
Blok LE.3;
SWP LF
Blok LLF.1,
Blok L.F.2,
Blok 1.F.3
SWP I.G
Blok 1.G.1,
Blok 1.G.2,
Blok 1.G.3,
Blok 1.G.4.

Perwujudan Zona Budi Daya

-

Zona Hutan Produksi

1.1

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP

121501

SWP LLF
Blok L.F.1,
Blok L.F.3

Rehabilitasi tanaman hutan
produksi tetap

APBN

Kementerian
LHK

1.1.2

SWP LF
Blok L.F.1,
Blok L.F.3

Pembangunan pos jagawana

APBN

Kementerian
LHK

1.1.3

SWP L.LF
Blok L.F.1,
Blok I.F.3

Pemasangan papan informasi
kawasan hutan

APBN

Kementerian

LHK

Zona Pertanian

2.1

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-3




WAKTU PELAKSANAAN

P! SANA TP1 TP TP ™IV TPV
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN fI'MIlJN l'IFMIUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | oo e S | i | s
PENDANAAN | eNverenoara| DPAERAR | PG U | pEMANGRU o T
KAN URUSAN Al KOTAYANG [METRRENCA | ol ol 9l ol o) o &
mmm DI MEMBIDANGI MEMBIDANGI ™ 1] Gl Al qf o
2.1.1 | Pengembangan lahan SWP L.G APBD Kota - - Dinas - et ny st aitste T T et f sl V4L L Ry 3L 1)
hortikultura Blok I.G.1, Pertanian,
Blok 1.G.2, Perkebunan
Blok 1.G.4 , dan
Peternakan
Kota
2.1.2 | Pengembangan sarana dan SWP L.G APBD Kota - - Dinas -
prasarana produksi lahan Blok I.G.1, Pertanian,
hortikultura Blok I.G.2, Perkebunan *
Blok 1.G.4 , dan
Peternakan
Kota
2.1.3 | Pengembangan lahan SWPI.C APBD Kota - - Dinas -
perkebunan Blok I.C.1, Pertanian,
Blok 1.C.2, Perkebunan
Blok I.C.3, , dan
SWP L.D Peternakan O AT S 7 SRRy Ser i i e S R s
Blok 1.D.1, Kota
SWP LE
Blok LLE.2,
Blok L.LE.3,
SWPLF
Blok L.F.3,
SWPILG
Blok I.G.3,
Blok .G.4
2.1.4 | Pengembangan sarana dan SWPI.C APBD Kota - - Dinas -
produksi perkebunan Blok I.C.1, Pertanian,
Blok I.C.2, Perkebunan
Blok I.C.3, , dan
SWP L.D Peternakan | R o s TR 3 e o e | G PR R O R A o |
Blok I.D. 1, Kota
SWP LE
Blok LE.2,
Blok L.LE.3,
SWP LF
Blok L.F.3,




WAKTU PELAKSANAAN
PELAKSANA TP TPl TRl TP IV ™V
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (TAHUN | (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | oo s i e [N e | ae
PENDANAAN | LEMBAGA YANG ERE PERANGKAT | oo von
MENYELENGGARA PROVINSI DAERAH KEPENTINGA g:} 3 | oo & @ o
cemeRmAmAN DI o YAYG | iR IS [ wumwa | 818 RS § & S
BIDANG MEMBIDANGI
SWP L.G
Blok 1.G.3,
Blok 1.G.4
3 Zona Perikanan
3.1 | Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2
3.1.1 | Pengembangan lahan tambak di | SWP LLE APBD Kota E - Dinas -
Sub-Zona perikanan budi daya Blok L.LE.1, Perikanan
SWP LF Kota
Blok L.F.1
3.1.2 | Pengembangan sarana dan SWP LE APBD Kota - - Dinas -
prasarana produksi tambak Blok LE.1, Perikanan
SWP LF Kota
Blok L.F.1
4 Zona Pariwisata
4.1 | Sub-Zona Pariwisata dengan kode W
4.1.1 | Pengembangan sarana wisatadi | SWP IL.C APBD Kota - - Dinas Swasta
Sub-Zona pariwisata Blok I.C.1, Swasta Pariwisata |Masyarakat
Blok I.C.2, Masyarakat dan
Blok I.C.3, Ekonomi
SWP L.D Kreatif Kota
Blok I.D.1,
SWP LE
Blok LE.2,
Blok LLE.3,
SWPL.G
Blok 1.G.3,
Blok 1.G.4
4.1.2 | Pengembangan prasarana wisata | SWP I.C APBD Kota E - Dinas PUPR Swasta
Blok I.C.1, Swasta Kota Masvarakat
Blok 1.C.2, Masyarakat
Blok I.C.3,
i s S e SRS e i e
Blok I.D.1,
SWP LE
Blok L.E.2,
Blok LE.3,




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TPl
(TAHUN 2025 -

TP
(TAHUN

KEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG

KAN URUSAN

BIDANG

MENYELENGGARA

PEMERINTAHAN DI

PERANGHAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGEKAT

KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU

N LAINNYA

2029) 2030 -

2034)

02
2024
2025
2026
2027
2028
2029

™IV
(TAHUN

2035 -

2039)

™V
(TAHUN
2040 -

2042)

SWP L.G
Blok I.G.3,
Blok I.G.4

4.1.3

Pengembangan fasilitas
pendukung wisata

SWPI.C
Blok I.C.1,
Blok I.C.2,
Blok I.C.3,
SWP L.D
Blok L.D.1,
SWP LE
Blok LE.2,
Blok LE.3,
SWP LG
Blok I.G.3,
Blok 1.G.4

APBD Kota
Swasta
Masyarakat

- Dinas

Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif Kota

Swasta
Masyarakat

4.1.4

Promosi objek wisata

SWPI.C
Blok I.C.1,
Blok I.C.2,
Blok 1.C.3,
SWP LD
Blok 1.D.1,
SWP LE
Blok L.LE.2,
Blok L.LE.3,
SWP L.G
Blok 1.G.3,
Blok 1.G.4

APBD Kota
Swasta

- Dinas

Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif Kota

Swasta

Zona Perumahan

Sub-Zona Perumahan Kepadatan

Tinggi dengan kode R-2

Penataan perumahan kepadatan
tinggi

SWP LA

Blok LLA.1,
Blok [LA.2,
Blok 1.A.3,
SWP LB

Blok I.B.1,
Blok 1.B.2,
Blok 1.B.3,

Swasta
Masyarakat

Swasta
Masyarakat

s




NO.

PROGRAM PRIORITAS

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TRl

HEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG

KAN URUSAN
[PEMERINTAHAN DI
BIDANG

PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGEKAT

KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU

N LAINNYA

(TAHUN 2025 -
2029)

02
2024
2025
2027

2028

2029

TP I

(TAHUN
2030 -
2034)

TP IV
(TAHUN

2035 -

2039)

TPV

{TAHUN
2040 -
2042)

SWPIL.C
Blok I.C.1,
SWP LD
Blok I.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.1,
Blok LE.2,
SWP LF
Blok LF.1,
Blok L.F.2,
SWP L.G
Blok .G.1,
Blok 1.G.2

5.1.2

Rehabilitasi rumah tidak layak

huni

SWP LA
Blok ILA.1,
Blok .A.2,
SWP L.B
Blok I.B.1,
SWP LLE
Blok L.E.1

APBN
APBD
Provinsi
APBD Kota

Kementerian

PUPR

Dinas PKP
Provinsi

Dinas PUPR
Kota

5.2

Sub-Zona Perumahan Kepadatan

sedang dengan kode R-3

5.2.1

Penataan perumahan kepadatan

sedang

SWPILC
Blok I.C.1,
SWPILD
Blok .D.1,
SWP LE
Blok LE.1,
Blok L.LE.2,
SWP L.LF
Blok L.F.1,
Blok I.F.2,
SWP .G
Blok 1.G.2

Swasta
Masyarakat

Swasta
Masyarakat

5.3

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TP 11
(TAHUN 2025 -

KEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG
MENYELENGGARA
KAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI|

BIDANG

PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGEKAT
DAERAH
HKOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGEU

N LAINNYA

2029)

202

2024
2025
2026
2027
2028

2029

TP Il

(PAHUN
2030 -
2034)

™IV
(TAHUN
2035 -
2039)

TPV
{TAHUN
2040 -

2042)

3.3.1

Penataan perumahan kepadatan
rendah

SWPI.C
Blok 1.C.1,
Blok I.C.2,
SWPL.D
Blok 1.D.1,
SWP LE
Blok L.LE.2,
SWP L.LF
Blok L.F.1,
Blok I.F.2.

Swasta
Masyarakat

Swasta
Masyarakat

5.3.2

Penataan dan pengendalian
bangunan rumah

SWPI.C
Blok I.C.1,
Blok I.C.2,
SWP L.D
Blok I.D.1,
SWP LE
Blok LLE.2,
SWP LF
Blok I.F.1,
Blok L.F.2.

APBN
APBD
Provinsi
APBD Kota

Kementerian

PUPR

Dinas PKP
Provinsi

Dinas PUPR
Kota

210555 5 W A e R P ALY S S
[t T e AR LT

5.3:3

Pengembangan perumahan
subsidi masyarakat
berpenghasilan rendah

SWPI.C
Blok I.C.1,
Blok 1.C.2,
SWP LD
Blok I.D.1,
SWP LE
Blok LE.2,
SWP LLF
Blok L.F.1,
Blok I.F.2.

5.3.4

Penyusunan skenario sistem
pembiayaan rumah subsidi
masyarakat berpenghasilan
rendah

SWP I.C
Blok I.C.1,
Blok I.C.2,
SWP LD
Blok I.D.1,
SWP LE
Blok LLE.2,




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TP

HKEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG
MENYELENGGARA
KAN URUSAN
[PEMERINTAHAN DI

BIDANG

PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGKAT
DAERAH
HOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU
KEPENTINGA
N LAINNYA

2029)

(FAHUN 2025 -

2023
2024
2025
2026
2027

2028

2029

TPl
(TAHUN
2030 -

2034)

TP IV
(TAHUN
2035 -
2039)

TPV

(TAHUN
2040 -
2042)

SWP L.F
Blok L.F.1,
Blok I.F.2.

Zona Sarana Pelayanan Umum

6.1

Sub-Zona SPU skala kota dengan

kode SPU-1

6.1.1

Pengembangan sarana
pendidikan di Sub-Zona SPU
skala kota

SWP LA
Blok L.A.1,
Blok I.A.3,
SWP LB
Blok 1.B.3,
SWP I.C
Blok I.C.1,
SWP LD
Blok L.D.1,
Blok I.D.2,
SWP LE
Blok LE.2,
SWP L.G
Blok I.G.1.

APBN
APBD
Provinsi
APBD Kota
Swasta

Kementerian
Agama
Kementerian
Dikbud

Dinas
Pendidikan
Provinsi

Dinas PUPR
Kota

Dinas
Pendidikan
Kota

Swasta

6.1.2

Pengembangan sarana
kesehatan di Sub-Zona SPU
skala kota

SWP LA
Blok L.A.1,
Blok .A.3,
SWP L.B
Blok 1.B.3,
SWPI.C
Blok 1.C.1,
SWP 1.D
Blok 1.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP L.LE
Blok I.LE.2,
SWP 1.G
Blok 1.G.1

APBN
APBD
Provinsi
APBD Kota
Swasta

Kementerian
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Provinsi

Dinas
Kesehatan
Kota

Swasta

6.1.3

Pengembangan sarana
peribadatan di Sub-Zona SPU
skala kota

SWP LA
Blok L.A.1,
Blok 1.A.3,
SWP L.B

APBD
Provinsi
APBD Kota
Masyarakat

Dinas SDA,
Cipta
Karya, dan

Dinas PUPR
Kota

Masyarakat

1]




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TP 1
(TAHUN

HEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG
MENYELENGGARA
KAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI
BIDANG

PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGKAT

KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU
KEPENTINGA
N LAINNYA

2023 -
2024)

TP I

(TAHUN 2025 -

2020)

02
2024
2025

2028
2029

TP 1
(TAHUN
2030 -

2034)

TP IV

(TAHUN
2035 -
2039)

TPV

(TAHUN
2040 -
2042)

Blok 1.B.3,
SWP I.C
Blok 1.C.1,
SWP I.D
Blok 1.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP L.LE
Blok L.E.2,
SWP I.G
Blok I.G.1

Tata Ruang
Provinsi

6.1.4

Pengembangan sarana olah raga
di Sub-Zona SPU skala kota

SWP LA
Blok LLA.1,
Blok 1.A.3,
SWPIL.C
SWP L.B
Blok L.B.3,
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP L.D
Blok L.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.2,
SWP L.G
Blok I.G.1

APBD Kota
Swasta
Masyarakat

- Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga Kota

Swasta
Masyarakat

S—

6.2

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2

6.2.1

Pengembangan sarana
pendidikan di Sub-Zona SPU
skala kecamatan

SWP LB
Blok 1.B.3,
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP LD
Blok .D.1,
Blok .D.2,
SWP LE
Blok LE.1,
Blok LE.2,

APBD
Provinsi
APBD Kota
Swasta

Dinas Dinas PUPR
Pendidikan | Kota
Provinsi Dinas
Dinas SDA, | Pendidikan
Cipta Kota

Karya, dan
Tata Ruang
Provinsi

Swasta




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TP I

PERANGHAT

PROVINSI
YANG
MEMBIDANGI

PERANGEKAT

HOTA YANG
MEMEBIDANGI

PEMANGKU

N LAINNYA

2029)

(TAHUN 2025 -

2026
2027
2028
2029

202
2024
2025

TP
(TAHUN
2030 -

2034)

TPV

(PAHUN
2035 -
2039)

TPV
(TAHUN
2040 -

2042)

SWP L.G
Blok L.G.1,
Blok 1.G.2

6.2.3

Pengembangan sarana
kesehatan di Sub-Zona SPU
skala kecamatan

SWP LB
Blok 1.B.3,
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP LD
Blok I.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.1,
Blok LE.2,
SWP L.G
Blok .G.1,
Blok 1.G.2

APBD Kota
Swasta

Dinas
Kesehatan
Kota

Swasta

6.2.4

Pengembangan sarana
peribadatan di Sub-Zona SPU
skala kecamatan

SWP LB
Blok 1.B.3,
SWPIL.C
Blok I.C.1,
SWP LD
Blok I.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.1,
Blok LE.2,
SWP L.G
Blok .G.1,
Blok .G.2

APBD Kota
Masyarakat

Dinas PUPR
Kota

Masyarakat

6.2.5

Pengembangan sarana olah raga
di Sub-Zona SPU skala
kecamatan

SWP LB
Blok 1.B.3,
SWPILC
Blok I.C.1,
SWPILD
Blok 1.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE

APBD Kota
Swasta
Masyarakat

Dinas
Pemuda
dan Olah
Raga Kota

Swasta
Masyarakat




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP TRl Tl TP IV ™V
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN (TAHUN (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | oo it i Coni || B I S
PENDANAAN | LEMBAGA YANG BT A PERANGRAT | oo aven
MENYELENGGARA | oo o vo DAERAH | oo ea | @ 2l v o & o @
KAN URUSAN YANG KOTA YANG |00 tes gigd g8 9 8 8
mmagm DI \evmroanGr | MEMBIDANGI G| q a|a q q
Blok LE.1,
Blok LE.2,
SWP L.G
Blok L.G.1,
Blok 1.G.2
6.3 | Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
6.3.1 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR | Swasta
pendidikan di Sub-Zona SPU Blok L.A.1, Swasta Kota
skala Kelurahan Blok L.A.2, Dinas (L e O e G T e
Blok 1.A.3, Pendidikan
SWP LE Kota
Blok L.E.2,
SWP L.G
Blok I.G.1,
Blok 1.G.2
6.3.2 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - - Dinas Swasta
kesehatan di Sub-Zona SPU Blok L.A.1, Swasta Kesehatan
e el hafa R e A T NS T
Blok I.A.3,
SWP LLE
Blok LLE.2,
SWP I.G
Blok 1.G.1,
Blok 1.G.2
6.3.3 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR Masyarakat
peribadatan di Sub-Zona SPU Blok L.A.1, Masyarakat Kota
skala Kelurahan Blok 1.A.2,
Blok 1.A.3,
SWP LE R e PR T O e e
Blok LLE.2,
SWP L.G
Blok 1.G.1,
Blok 1.G.2
6.3.4 | Pengembangan sarana olah raga | SWP LA APBD Kota - = Dinas Swasta
di Sub-Zona SPU skala Blok A1, Swasta Pemuda Masyarakat
Kelurahan Blok A2, | Masyarakat dan Olah W
Blok 1.A.3, Raga Kota




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA T TRl TR TP IV ™V
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (TAHUN | (FAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | oo o P a2l s sy S
PENDANAAN | LEMBAGA YANG ke PERANGKAT | poivonn
memisoots| i | a2 ]2l 5 | o 8 8 8
YANG NLAINNYA | S S S
PEW:.S;’I‘NA::AN DI MEMBIDANGI MEMBIDANGI
SWP LLE
Blok LE.2,
SWP I.G
Blok I.G.1,
Blok .G.2
6.4 | Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4
6.4.1 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR Bwasta
pendidikan di Sub-Zona SPU Blok LA.1, Swasta Kota
skala RW Blok L.A.3, Dinas [ERn T A o T P S R S |
SWPIC Pendidikan
Blok I.C.1, Kota
SWP LE
Blok LE.1.
6.4.2 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - - Dinas Swasta
kesehatan di Sub-Zona SPU Blok LLA.1, Swasta Kesehatan
PR Y o s R N TR S TR ]
SWP I.C
Blok I.C.1,
SWP LE
Blok LLE.1
6.4.3 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota B - Dinas PUPR Masyarakat
peribadatan di Sub-Zona SPU Blok I.A.1, Masyarakat Kota S8 FREPEna) AR RIS A SRR W TR O S|
skala RW Blok I.A.3,
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP LE
Blok I.E.1
6.4.4 | Pengembangan sarana olah raga | SWP LA APBD Kota - - Dinas Swasta
di Sub-Zona SPU skala RW Blok 1.A.1, Swasta Pemuda Masyarakat
Blok L.A.3, | Masyarakat dan Olah T T e e T e s e £ 1
SWPI.C Raga Kota
Blok I.C.1,
SWP LE
Blok LLE.1
7 Zona Ruang Terbuka Non Hijau
7.1 | Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP1 TPl TP 1 TP IV TPV
{TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (TAHUN | (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI | SUMBER | KEMENTERIAN/ | ... . e s Qoo | 200m | 20mn
PENDANAAN | LEMBAGA YANG DAERAH PERANGKAT | Lo vern
MENYELENGGARA | oo e DAERAH xkepeNTNGA | O | 5l 2| ¢l &5 2@ @
KAN URUSAN YANG KOTA YANG | "\ frova g 8 § af 8 § §
Pmm:&gnn DI \rMBIDANGI | MEMBIDANGI
7.1.1 | Pengembangan ruang terbuka SWP LD APBD Kota - - Dinas PUPR | -
non hijau Blok 1.D.2, Kota —
SWP LE
Blok LE.1
7.1.2 | Pengembangan sarana SWP LD APBD Kota - Dinas PUPR | - e Tt L e RSt o i 055
penunjang ruang terbuka non Blok 1.D.2, Kota
hijau Blok LLE.1
7.1.3 | Pengelolaan ruang terbuka non SWP 1L.D APBD Kota - Dinas -
hijau Blok 1.D.2, Pariwisata i e |
SWP LE dan
Blok LE.1 Ekonomi
Kreatif Kota
8 Zona Campuran
8.1 | Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1
8.1.1 | Pengembangan sub-zona SWP LA Swasta - E - Swasta %
campuran intensitas tinggi Blok [.A.3 Msvarakat Masyarakat
8.1.2 | Revitalisasi kawasan SWP LA APBN Kementerian | - Dinas PUPR | - #‘
Blok 1.A.3 APBD Kota PUPR Kota
9 Zona Perdagangan dan Jasa
9.1 | Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
9.1.1 | Pengembangan sarana SWP LA APBD Kota - - Dinas PUPR | Swasta
perdagangan dan jasa skala kota | Blok L.A.1, Swasta Kota
Blok 1.A.2,
Blok 1.A.3,
SWP L.B
Blok 1.B.1,
Blok 1.B.2,
Blok 1.B.3,
SWP L.D
Blok I.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok L.E.1,
Blok 1.LE.2,
SWP L.F
Blok L.F.1,




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP1 TPl TP 11 TP IV TPV

(TAHUN (TAHUN 2025 - (PAHUN (_I'AHUN (TAHUN
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER KEMENTERIAN / | oo oo o i,‘;?j;; =0} ‘%;;’fgl; %;g’g; ?2%{32}-

PENDANAAN n&smtg:;gma DAERAH E;W’GK“ PEMANGKU
ik ARA|  proVINSI AERAH |y ppENTINGA

KAN URUSAN KOTA YANG
PEMERINTAHAN DI - e wGI | MEMBIDANGI SULAHNES
BIDANG i

2023
2025
2
2027
02
2029

2024

Blok L.F.2,
SWP I.G

Blok I.G.1,
Blok I.G.2

9.1.2 | Perwujudan zona perdagangan SWP LB Swasta - B - Swasta
dan jasa skala kota pada sub- Blok 1.B.1, APBD Kota Dinas
zona badan air Blok I.B'Q, Perdagang —
Blok I.B.3 an Kota
SWP L.D
Blok 1.D.2.

9.2 | Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2

9.2.1 | Pengembangan sarana SWPI.C APBD Kota - - Dinas PUPR Swasta
perdagangan dan jasa skala WP Blok I.C.1, Swasta Kota Masyarakat
SWP L.D Masyarakat
Blok 1.D.1,
SWP LE i e S O T S TSR
Blok LLE.1,
Blok LE.2,
SWP L.G
Blok 1.G.1

9.3 | Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3

9.3.1 | Pengembangan sarana SWP LA Swasta - - - Swasta
perdagangan dan jasa skala SWP | Blok L.A.1, Masyarakat Masyarakat
Blok 1.A.2,
Bh- e e T e BN A
Blok I.B.2,
Blok I.B.3,
SWP .G
Blok I.G.2

10 Zona Perkantoran

10.1 | Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

10.1. | Pengembangan sarana SWP LA APBD - Pemerintah | Pemerintah | -
1 perkantoran pemerintah Blok I.A.1, Provinsi Provinsi Kota
Blok LA.3, | APBD Kota (5350 i i S S SRR L N S B A RN
SWP L.B
Blok I.B.3,




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

KEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG

KAN URUSAN

BIDANG

MENYELENGGARA

[PEMERINTAHAN DI

PERANGHKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMEBIDANGI

PERANGKAT
DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU
KEPENTINGA
N LAINNYA

TP

(TAHUN
2023 -
2024)

TP I

(TAHUN 2025 -

2029)

&

o]

2025
2027
2028
2029

TP I
(TAHUN
2030 -

2034)

TP IV
(TAHUN
2035 -

2039)

TPV

(TAHUN
2040 -
2042)

SWP I.C
Blok I.C.1,
SWP L.D
Blok 1.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok I-E-2:
SWP LF
Blok L.F.2,
SWP I.G
Blok 1.G.1,
Blok .G.2

Pengembangan sarana
penunjang perkantoran
pemerintah

SWP LA
Blok I.A.1,
Blok I.A.3,
SWP L.B
Blok 1.B.3,
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP LD
Blok 1.D.1,
Blok 1.D.2,
SWP LE
Blok LE.2,
SWP LF
Blok L.F.2,
SWP L.G
Blok I.G.1,
Blok 1.G.2

APBD
Provinsi
APBD Kota

Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Kota

Pengembangan sarana
perkantoran swasta

SWP LA
Blok L.A.1,
Blok 1.A.3,
SWP L.B
Blok 1.B.3,
SWPI.C
Blok 1.C.1,
SWP LD

Swasta

Swasta




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

KAN URUSAN

BIDANG

KEMENTERIAN /
LEMBAGA YANG
MENYELENGGARA

[PEMERINTAHAN DI|

PERANGHKAT
DAERAH
PROVINSI
YANG
MEMEIDANGI

PERANGKAT
DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU
KEPENTINGA
N LAINNYA

TP
(TAHUN
2023 -

2024)

TP Il

(TAHUN 2025 -

2029)

:

2029

TP Il

{FAHUN
2030 -
2034)

T IV

{TAHUN
2035 -
2039)

TPV

(TAHUN
2040 -
2042)

Blok I.D.1,
Blok 1.D.2,
SWPLE
Blok L.E.2,
SWP LF
Blok L.F.2,
SWP L.G
Blok L.G.1,
Blok I.G.2

Pengembangan sarana
penunjang bangunan
perkantoran swasta

SWP LA
Blok L.A.1,
Blok [.A.3,
SWP LB
Blok L.B.3,
SWPI.C
Blok I.C.1,
SWP L.D
Blok I.D.1,
Blok .D.2,
SWP LE
Blok LLE.2,
SWP LF
Blok L.F.2,
SWP L.G
Blok I.G.1,
Blok 1.G.2

Swasta

Swasta

11

Zona Pertahanan dan Keamanan

11.1

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

11:15%

Pengembangan sarana
pertahanan dan keamanan

SWP LA
Blok .LA.3,
SWP L.D
Blok I.D.1,
SWP LE
Blok LE.2

APBN
APBD Kota

Kodam
Hasanuddin
Polda
Sulawesi
Selatan

Dinas PUPR
Kota

1112

Pengembangan sarana
penunjang bangunan
pertahanan dan keamanan

SWP LA
Blok 1.A.3,
SWP 1.D

APBN
APBD Kota

Kodim Palopo
Polres Palopo

Dinas PUPR
Kota




WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA TP il T IV ™V
oz | a0z | Goso~ | Zoss | 2080~
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER MENTERIAN i li s T
PENDANAAN ﬁmm VAN é' m:mqm'r GKAT S ANGED 2024) 2034) 2039) 2042)
MENYELENGGARA PROVINSI DAERAH KEPENTINGA olzlalsl sl g a
xR TATAR il YANG aEMBIDANGE | N VAINNYA 51 SIRISIE &S
BIDANG MEMBIDANGI
Blok 1.D.1,
SWP LE
Blok L.LE.2
12 | Zona Peruntukan Lainnya
12.1 | Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
12.1,1| Penataan kawasan Instalasi SWP L.E APBD Kota - - PDAM TM 2 H
Pengolahan Air Minum (IPAM) Blok L.E.2 Palopo
12.2 | Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6
12.2.1| Pengembangan sarana SWP LE APBN Kementerian | - - Swasta ﬂ
pergudangan Blok LE.1 Swasta BUMN/Bulog
12.2.2| Pengembangan sarana SWP LE APBN Kementerian | - - Swasta —
penunjang kawasan Blok LLE.1 Swasta BUMN/Bulog
pergudangan
12.2.3| Peningkatan kualitas kawasan SWP LE APBN Kementerian | - - Swasta
pergudangan Blok L.E.1 Swasta BUMN/Bulog | ‘
13 | Zona Badan Jalan
13.1 | Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ
13.1.1| Rehabilitasi konstruksi badan SWP LA, APBN Kementerian | - Dinas PUPR | -
jalan Blok LA.1, APBD Kota PUPR Kota
Blok 1.A.2,
Blok 1.A.3
SWP LB,
Blok L.B.1,
Blok [.B.2,
Blok 1.B.3
SWPL.C,
Blok I.C.1,
Blok I.C.2,
Blok I.C.3
SWP L.D
Blok 1.D.1
Blok 1.D.2
SWP LE
Blok LE.1,
Blok LE.2,

Blok LLE.3




NO.

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

KAN URUSAN

BIDANG

KEMENTERIAN /

LEMBAGA YANG | FECRANGKAT

DAERAH
PROVINSI
YANG

[PEMERINTAHAN DIl pp nipypANGI

PERANGKAT
DAERAH
KOTA YANG
MEMBIDANGI

PEMANGKU

N LAINNYA

TR

(TAHUN 2025 -
2029)

KEPENTINGA

2025

2026
2027
2029

2028

TP 1

(TAHUN
2030 -

2034)

TP IV
{TAHUN
2035 -

2039)

™V
(TAHUN
2040 -

2042)

SWP LF
Blok LF.1
Blok LF.2
SWP L.G

Blok I.G.1,
Blok 1.G.2,
Blok 1.G.3,

Blok 1.G.4

13.1.2

Preservasi jalan

SWP LA,

Blok LLA.1,
Blok [.A.2,

Blok LLA.3
SWP LB,

Blok 1.B.1,
Blok 1.B.2,

Blok 1.LB.3
SWPI.C,

Blok I.C.1,
Blok 1.C.2,

Blok I.C.3
SWP LD
Blok L.D.1
Blok 1.D.2
SWP LE

Blok LLE.1,
Blok L.LE.2,

Blok LE.3
SWP LF
Blok LLF.1
Blok LF.2
SWP L.G

Blok 1.G.1,
Blok 1.G.2,
Blok 1.G.3,

Blok 1.G.4

APBN
APBD Kota

Kementerian
PUPR

Dinas PUPR
Kota




WAKTU PELAKSANAAN
PELAKSANA ™1 TPl TPl TP IV TPV
(TAHUN (TAHUN 2025 - (TAHUN | (PAHUN | (TAHUN
2023 - 2029 2030~ | 2035- | 2040-
NO. PROGRAM PRIORITAS LOKASI SUMBER | KEMENTERIAN / | _oo.0 o R ) el el i
PENDANAAN | LEMBAGA YANG DABRA PERANGKAT | poon
MENYELENGGARA PROVINSI DAERAH KEPENTINGA | e vl ol = @ o
KAN URUSAN A KOTAYANG (Foio o™ (g9 8188 8 8
PEMERINTAHAN DI MEMBIDANGI MEMBIDANGI LB oS RS | RS (R
BIDANG
13.3. | Penyediaan lahan pembangunan | SWP LF - - - Dinas -
jalan kolektor sekunder Blok LF.1 Pertanahan
Kota
13.4 | Perwujudan zona badan jalan SWP 1.B APBD Kota - - Dinas PUPR | Swasta
pada sub-zona badan air Blok 1.B.1, Swasta Kota R i 22 LoD
Blok 1.B.2,
Blok I.B.3;
SWP LD
Blok [.D.2.




LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR
NOMORs, TAHUN 2023

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARA
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ZONA LINDUNG ZONA BUDI DAYA
\ Zona [Sub-Zona

\n
\ =
No. \\
\ Kode
N KBLI g
3 z
Keﬂ.-atﬂ-ﬂ \\\ g
..\‘
\ o
A
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
01. F ian Tanaman, Pet kan, Per
GOT [ Fertanian Tanaman Semumm | 011 | T [T [T ] T [T T [T [X][ T X[ T [T [ T [T [T [T [ 1 [T [T ]¥[T][T ] ¥ T[T [T [T T T ITI]T[X
002 | Pertanian Tanaman Tahunan 012 T 1Tl T T T X: | X | X T | T T | | T T T T T X 1 T T X X TIT X
003 | Pertanian Tanaman Hias dan 013 T 1T T T T T | T | X T | T T ] 1 ] T T T T T T T 7 T T T T T X
Pengembangan Tanaman
004 | Peternakan 014
005 | Peternakan Babi 0145 X [ XXX X [ X[ X [ X]|X]| X | X[ X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X[ X | X
005 | Peternakan Unggas 0146 | X X | X | X] X o T T e | | | | T X X | B | X X | X X X X X X X X X X | X | X
007 | Peternakan Lainya T o 3 o L T -8 i < R G e i . e G R G e e e G . S R a R R
0OB | Pembibitan dan Budidaya 01497 | 11X X X X X | X ] | | | | | T X T T X % T T X TB % X T X % X|1Tl| X
Burung Walet B
009 | Jasa Penunjang Pertanian dan 016 T Thixce] [£E X X X 3 el I T | T | | | T X T T X T T X | | | | T X XX T
Pasca Pane
O Em e R T LA T e B B D B X TGt i et | it Y o it o [ e T G s v P o [ ) [ B
Penangkaran Tumbuhan/Satwa
Li
02. ?lg:vrlﬂlun Kehutanan dan Pencbangan
011 | Pengelolaan Hutan 021  F o TR | | I i ] | | | | | | [ | | | X X | T T X X X X 15 T X o [ 4
012 | Pemanenan dan Pemungutan 022 | 1 4 X X X | X | | T T T T T: ! I I T 1] T T X X T T T T X XBIEX T
Kay
013 F:f::mgumn Hasl Hutan 023 | [ .4 [ < X X X | X | | i f T T T T | | I T 3 § T 1 X X T T T T X X X T
Bukan Kay
OT4 [Vesa PerunjangRetanen | 0% | 7 [IX| X X X[ X [TIXl T [T [Tl v v [Tl i i [T [T T (T[T x [ X[ 7T ]|7[v]|¥ X |X[X[X
03. Perikanan
015 | Perikanan Tangkap 031
016 | Penangkapan lkan Di Laut 0311 T: X X X X 11X | i X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X
017 | Penangkapan lkan Di Perairan | 0312 T 8 [T ol | [ % [Tii [ | T T | T 1 l | i TRl | BT T X X T T T T X X[ X] X
Darat
515 | vas Fomanppentan Dl lant | 88 [ T [RXIX I X IX | X [l Xl T [Tl v [ X1 X [T Xl 1 [T [T [ X [T|T[T] X i [ ] e e ] 1.8 .3
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019 | Jasa Penangkapan lkan Di 6314 X
Perairan Darat
020 | Penangkapan/Pengambilan 0315 T x| x ¥ X X | X | T 1 T ] | | T T X
Jenis lkan Yang Dilindungi
dan fatau Termasuk Dalam
Appendiks Cites
021 | Perikanan Budidaya 032
022 | Budidaya lkan Laut 0321 T [ XX X| X | X] X I | X I ) 0] [ X X | X X X X X X | X X X X X X X X X X | X | X
023 | Budidaya lkan Air Tawar 0322 | T 772 [ I o T 5 e [y A S 2 s s [0 o ] X e [ T ) T B Pl [
024 | Jasa Budidaya lkan Laut 0323 o S | X | Tl X X X I X X X X X X | X X X X X X X X X X[ X]| X
025 | Jasa Budidaya Ikan Air Tawar 0az4 T e EXE X X [ [ | Tl T T | T X X X X XX X X X X X X X X XXX
026 | Budidaya lkan Air Payau 0325 T ﬂx ) X X o 1 X | T X T T | T X X X X X X X X X X X X X X X X X
027 | Jasa Budidayva lkan Air Payau 0326 T n X| X X X X | X | T i T T | T X X X X X X X X X X X X X X X | X X
028 | Pengembangan Jenis lkan Yang | 0327 T 1x X X X X | X | T X T T | T X X X ¥ X X X ) X X X X% X X X1 X X
Dlindungi danfatau Termasuk
Dalam Dalam Appendiks Cites
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
0S. Pertambangan Batu Bara dan Lignit
029 | Pertambangan Batu Bara 051 X [ XNX[X]| X |X XXX X | X| X X X X X X X X X Auif=x X X X X X X X X X1 X1 X
030 | Pertambangan Lignit 052 XXX XX XXX X X X X X X X X X X X PEXREX X X X X X X X XX ] X
06. Pertambangan Min Bumi dan gas Alam dan Panas Bumi
031 | Pertambangan Minyak Bumi 061 X XXX | X] X [ X][X] X [X] X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X | X X
032 | Pertambangan Gas Alam dan 062 X 1 X| X| X | X X | XX X |X| X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X | X| X
Pengusahaan Tenaga Panas
Bumi
07. Pertambangan Bijih Logam
033 | Pertambangan Pasir Besi dan 071 X XX X XX ¥ X X X X X X X X X X X X Xl |ex
Bijih Bes
034 | Pertambangan Byih Logam 072 X | qx| x| X X | X|X X| X X X X X X X Xy 2% X X X X X X X X X|X| X
Yang Tidak Mengandung Besi,
Tidak Termasuk Bijih Logam
Mutlia
035 E—'r;nmhﬂnsar' Bijih Logam 073 X |[4X| X X| X| X X|X] X | X]| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X|X| X
ulia
08. Per bangan Dan Penggalian L Y
036 [r‘ﬂ!ssali_ﬂn Batu, Pasir dan 081 B (X X| X X| X| X XXX lmr % T T X T T T T X X U T X X T T T T X X | X X
‘anah Liat
037 :""f‘ L‘rﬁ:l[. dan Fenggali 089 B [N X| X X| X| X o, Sl §ie. 5l (2. S Wi i 3 T; T X T T T T X X T 1f X X T T T T X X|X| X
L ainnya
09.Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
028 | Aktivitas Penunjang 091 X XX X X X X XX X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X T X
Pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Alam
039 | Aktivitas Penunjang 099 X | X4X| X X| x| X XX X |X| X |TB|TB X TB | B | TB | 1B X X | X X X X X B | TIB X X TB| T | X
Pertambangan dan Penggalian
Lainnya
C. INDUSTRI PENGOLAHAN
10. Industr{ Makanan
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040 | Industsi Pengolahan dan 101 X X X X X X
Pengawetan Daging
041 | Industn Pengolahan dan 102 qx X X X X X X X X X X X
Pengawetan lkan dan Biota Air
042 [ Industri Fengolahan dan 03 | X |[XNX[X| X |X| X | X[X[| X |X TE| B | B | B | 1B | B | B X | X | X | X X X % X[ X % % [ %
Pengawetan Bush-Buahan dan
Sayura
043 h:‘c;::t":i‘umyukmn Lemak 104 X XX| X X X X X| X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X 1iX X
Nabati dan Hewani
044 | Industri Pengolahan Susu, 105 X x| x X X X X| x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X
Produk Dari Susu dan ea Knm
045 | Industri Pengglingan Padi- 106 X Xx| X X ¥4 i X | X N X X ] ] F an | 1 | X X X X X X X X X X X X[ X X
Padian, Tepung dan Pati
046 | Industri Makanan Lainnya 107 X XX X X X X X X X X X |__. 1 ] | 1 | X X X X X X | | | X X X X X
047 | Industn Makanan Hewan 108 X XXl x X X X X1 X X X X B | TiB 1B TB TB TB TB X X X N X X TIB TB | TIB X X X X X
11. Industri Minuman
045 | Tndustn Minuman 5 250 [ o 40 0 6 8 . I3 A S . T8 | T8 | 1B | T8 | 7B | 7B | TB | X X X | X [ W |mw [ m]| X | X [ X[X[X
12. Industri Pengolahan Tembakau
0 | Induners Pengalanan Tembaka | 120 | X X X[ X] X[ X[ X [X[X] X (X[ X [ ] W8 [ 78 [ 78 [ [ W [ 8 [ X [ X [ X[ X | X X [ [m] X [ X [XTX][X
13, Industri Tekstil —d L
050 [ Tndumti Pemintalan, Tl | X |XNX|X| X |X| X | X|X| X |X| X || W8 |8 |8 || 1B|B| X | X| X[ X X X | ® ||| X | X | X|X]| X
Pertenunan da
!’r.:'u.:mgu:um: Tekatil
051 | Industri Tekstil Lainnya 139 X o] X X X ¥ el |06 X N ¥ TB| TB | TIB TIB T8 | TIB TB X X X X % X TB T8 | TIB X X X X %
14. Industri Pakaian Jadi
052 | Industri Pakaian jadi dan 141 X A X X X X=IEX X X X TB T T T | | | X X T T, % X% T T T X X RNk X
Perlengkapannya, Bukan
Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu SR
053 Induste Pakaian Jadi dan WX [NX[X[ X [X| X [X|[X| X [X] X || 1B |18 | 1B |18 | 1B | B |18 | 1B|TB| 1B X |78 | TB | 1B Xk
Barang Dari Kulit Berbulu
034 | Industn Pakaian Jadi Rajutan 143 X X X X X X X X T T T T | | | X X X X X X T iT: T X
dan Sul 1 Bordir
15. Indmllrl Kulit, Barang Darl Kulit dan Alas Kaki
055 [ Industi Kulit dan Barang Dari | 151 | X x{x o I [ Gl B 2 X [X| X [T7B] B [ B |8 | /B[ TB|TB] X | X | X X | /B | T8 | B X
Kulit, Termasuk Kulit Buatan
056 | Induntri Alas Kok - A T ) T ) 0 T ] S 0 [55) I I X L i e (i X
16. Industri Kayu, Barang Darl Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Darl Bambu, Rotan dan Sefenisnya
057 [ Tndustri Penggergnian Dan TR _xl_x XXX X [X[X[ X [X][ X [mB[WB[wE [T [mwW[m|[mw| X [X[X][X[ X [xX[m][mW[MmW[] X[ X [X][X]X
Pengawetan Kayu, Rotan,
Bamibu Dan Sejenianyn
058 | Industri Barang Dari Kayu, 162 X X X]| X | X X XX X |X| X |T/B|TB |TB |TB |TB |TB | TB |TB X X X X X | B B | TIB X X X | X| X
Industri Barang Dar Gabus
Dun Barang Anvaman Dari
Jerami, Rotan, Bambu Dan
Sejenin Lainnya
17, Industri Kertas Dan Barang Darl Kertas
059 | Industn Kertas dan Barang 170 I X lex]xl x]xl X |X|X| X |x| X |T.’B|T."B|T.'B|T.'B|TIB|TIB|TIBJTJ‘B I'T;almalmal X I X | TIB l'na T,'al X | X Ix]x' X
Dari Kertas
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18, Industri Percetakan Dan Reproduksi Media Rekaman
060 | Industri Percotakan Dan B [ X R I O T o < o L s T i [ | i e 0 2 T i . i BT e i e e e i [ .
Reproduksi Media Rekaman
G581 | Reproduksi Media Rekaman ARSI AT B I R D ) O I ) | F X [T T o e e e e T A E A
19. Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Min Bumi
062 | Industri Produk Dari Batu Bara 191 X ;ix X X | X X | X]X X | X| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X|x] X
063 | Industri Produk Pengilangan 192 X )(IX X X[ X] X [ X|X] X |X]| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | x| X
Minyak Bumi
20. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia
064 | Industri Bahan Kimia 201 X [ XNX| X | X | X[ X | X]X]| X |[X]| X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X[ x| X
065 | Industri Barang Kimia Lainnya 202 X X X| X X X X X X X X X X X X X X X X X X b X X X X X X X X X X X
066 | Industri Serat Buatan 203 X |[XNX][ X | X | X ]| X X | X X | X]| X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X Sl I ]
21. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional
067 [ industri Farmas, Produk Obat | 210 | X X[X[X[X[ X [X[X[ X [X][ X [TB[WB[UB| X [UB [ W[ ] X [ X[ X[ X X x]T!BlTIB|T.fB|X X TR X
Kimia Dan Obat Tradisional
22, Industri Karet, Barang Dari Haret dan Plastik
068 :?dLlstriHarctdanBarangds.ri 221 X OEAX XX | x] X | X x| X | %] X X X X X X X X X |% | X X X X X X XX
aret
069 | Industri Barang dari Flastik 222 X [XX| X | X | X]| X X | X X |X] X X X X X X X X X X X X X X X X X IK | X
23. Industri Barang Galian Bukan Logam
070 l:;dusiri Haca dan Barang dari 231 X X%X X| X | X| X X | X X |X| X |TB| TB | TB X B |TB|TB | X X X X X X X B | TIB X X X | X| X
aca
071 | Industri Barang Galian Bukan 239 X Xi)( X1 X | X| X XX X |X| X |TlB| TB | TB X B | TB | TB | X X X X X X X TB | TIB X X X|X| X
Logam Lainnya
24, Industri Logam Dasar
072 IBru#uslri Logam Dasar Besi dan 241 X x|x X X | X| X X|X| X |X| X |TB| 1B |TB X X X X X X X X X X B | TIB X X
aja
073 | Industn Logam Dasar Mulia 242 X XIX X| X | X| X X|X| X |X| X |TB|TB |TB X TB | TIB | TIB X X X X X X T T T X X X | X| X
dan Logam Dasar Bukan Besi
Lainnva
074 | Industri Pengecoran Logam 243 X XX x| X [ x[ x [X]x[ x [ X[ X |m[uB|T[ X [/B|T[TB| X X | X X X X T if T X X X | X]| X
25. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
OF 57| industni Barang Logam Siep 251 X |[XMX| X | X [X] X X | X X | X| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X|X| X
Pasang Untuk Bangunan,
Tangki, Tandoen Air dan
Generator Uap
076 | Induastr Senjata dan Amunisi 352 A |aaeEl e Xl X XX o I X X X X X X % X X X X X X X X X X X X | X | X
077 [ Industri Barang Legam Lainnya | 259 X [HX| X | X [ X] X X | X X | X| X |TB|TB|TB X TB | TIB | TIB X X X X X X B | TIB | TIB X X X[ X]| X
dan Jasa Pembuatan Barang
Loga
26, IM:fu;nKonwtur. Barang Elekronik dan Optik
078 | Industri Komponen dan Papan 261 X (XX X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X | X| X
Elckironik
079 !n;:lsrtur?’i(ompule.rdan 262 X (XX X X X X X X X X X X X X | X
Perlengkapannya
080 | Industri Peralatan Kemunikasi 263 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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081 | Industn Peralatan Audio dan 264 X
Wideo Elektronik
082 | Industn Alat Ukur, Alat uji, 265 X X X
Peralatan Navigasi dan Kontrol
dan Alat Ukur Waktu
082 | Industr: Peralatan lradiasi, 266 X Xl X X X X X X X X X
Elektromedikal dan
Elektroterapi
084 | Industri Peralatan Fotografi dan 267 x X x X X X X X X X X
Instrumen Optik Bukan Kaca
Mata
085 | Industri Media Magnetik dan 268 X Xl X X X X X X X X X
Media Optik
27. Industri Peralatan Listrik
086 | Industri Motor Listrik, 271 e XX X X X X X X X X
Generater, Transformater dan
Peralatan Pengontrol dan
Pendistribusian Listrik
087 | Industn Batu Baterai dan 272 X X X
Akumulasi Listrik
088 | Industri Kabel dan 273 X Xl X X
Peralatannva
089 | Industri Feralatan Listrik 274 X X X
{Termasuk Peralatan
Penerangan Bukan Listrik)
090 | [ndustri Peralatan Rumah 275 "y X x X X X X X
‘Tan
091 | Industri Peralatan Listrik 270 X X X X X
Lainnya
28. Industri Mesin dan Perlengkapannya
092 | Industri Mesin untuk 281 Xl X X X X X X
Keperluan Umum
093 | Industri Mesin untuk 283 X X X | X X X
Keperluan Khusus
29, Industri Kend Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
094 | Industri Kendaraan Bermotor 291 X XX X X b X X
Roda Empat atau lebih
095 | Industri Karoseri Kendaraan 292 X X X X X X X
Bermotor Roda Empat atau
Lehih dan Industri Trailer dan
Semi Trailer
096 | Industri Suku Cadang dan 293 X Xxx X X X X X X X X
Aksesori Kendaraan Bermetor
Roda Empat atau Lebih
30. Industri Alat Angkutan Lainny
067 | Industri Pembuatan Kapal dan 301 xi X X X X X X
Perahu
098 | Industri Lokometil dan Gerbong | 302 ){1 X X0 A X X | X
Kereta
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[{=E] ;::;ntr:::csnwal terbang dan 303 X X X X X X X X X X X X X X
rlengkapannya
100 [ Industs Kendaraan Perang 304 XXX =X X X XX Xz [: X5 =X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X1 X] X
101 ;'r:[t‘i‘;:lnlri Alat Anghkutan Lainnya | 309 X XIX X| X[ X] X XIX| X [ X]| X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X| X[ X
31, lndmt:ri Furnitur
102 | Tndustal Furnitur N [ ¢ - O < T ., O S 5 O O 1 0 0 0 2
32. Industri Pengolahan Lainnya
103 g_'ﬂdmmaﬂ:lrﬂ':ga Perhiasan dan 321 X [XX[ X[ X[X] X | X[X]| X [X] X T T X T l | I X X | X X X X 1 I | X X XX X
rang Berha
104 | Industn Alat Musik 422 X IXNX| X[ X | X X X | X X [X]| X [TB| TB X X | X X X X X X X X X X X X X X X|X]| X
105 | Industri Alat Olahraga d2a X [ XX X]| X | X X X1 X X |X| X |TB| TB X X [ X X X X X X X X X X X X X X X | X[ X
106 | Industri Alat Permainan dan 324 X XIX X| X | X X X | X X |X| X |TB| TB X X | X X X X X X X X X X X X X X X[ X]| X
Mainan Anak-Anak
107 | Industrs Peraatan Redokteran | 325 | X [N K| X | X [X| X [X|X| X |X| X [ X | X [ X | X | X | X [ X [ X [ X[ X[ X | X | X[ X | X [ X| X[ X [X[X]|X
g:ﬁ:'{::kizk;::;;:iuﬁ serta 1
108 g:;ii;fm Pengolahan Lainnya ] X xix X| X | X X XX X | X| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X > o I T I
33. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan P
109 | Reparasi Produk Logam B X X}X X X | X X | X]| X X B | TB | TB | TB X X X
Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
110 tnslnlasiﬂ\:rn:\rmngkn Mesin 332 Xi 4 ol [ 4 X X X T X X T T T T X X X X
dan Peralatan Industri
35. Pe ’aunumn; Gas, Uap/Air Panas dan Udars Dingin
111 | Ketenagalistrikan 351 1B TIET] T T T 1T I | X T i 1 T T T T T X X X X X T T T T X X X | X| X
/ B
112 | Pengadaan dan Distribusi Gas 352 X qx X X " X il [ X X T L X b T X X
Alamn dan Buatan
113 | Pengadann Uap/Air Panas, 353 X q XX X X X X| X X X T X! % X T X X
Udara Dingin dan Produksi Es
E. TREATMENT TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI
36. Treatment Alr
114 | Treatment Air 360 m T |1 X 1 BB R R i | | | | | | I | | | I I I I | 1 T | I |
i1 B B B B
BB
37. | Treatment Air Limbah
115 | Treatment Air Limbah 370 m [T|T| T |TB|T| X T({T| T8 |TW|TB|TB|TB | TB |T/B|TB|TB|TB |18 |TB|TB|TB B TB| TB | TB | TB | TB X X | TiB| TiB
/11| B B B B
B B
3B. P lan, T t dan Pemb gan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
116 | e ulan Limbah dan as1 ] I I 1 | 1) I | | I I ! | I | I | | I I l I | ; I I X X |1 |
et M [ L [ . [ A . N O L (7 . (0 O O S I N R B9
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117 | Treatment dan Pembuangan 382 T
Samgelt 11| 8 B B B
BB
118 | Pemulihan Material W NTBITIT| W|WB| T X |TH|T|TB|T| | | | I | | | I | | | I | I | I | | X Xz I
UL R = B B B
B B
39. Al R diasi dan Pengelol Limbah dan S8ampah Lainaoya
119 | Aktivitas Remediasi dan 0 1B (T|T|UW|(TB|(T| X || X|TB|(T/| X |TB|TB |TB |T/B (T/B |TB (T/B |TB |T/B |[TB|TB |TB TB |TB 1B |TB |TB X X | B X
Pengelolaan Limbah dan iHile B B B
Sampah Lainnya q 8
F. KONSTRUKSI
41. Konstruksi Gedung
120 | Kenstruksi Gedung 410 ' TIB 11X X X [X| X | X]|T| X || X | | | I | 1 | l | | | T | I 1 | I T I il [ 3
B
42. Konstruksi B Bi
121 | Konstruksi Jalan dan Jalan Rel | 421 I Hr|ymj|m|mu| T (| | | i 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T I | |
/1| B B
B
122 | Kontruksi Jaringan Irigasi, 422 | InT|nj|m|T| T | 1 I I | | | | | | | | | | l | | | | | I T I I |
Konunikas: dan Limbah / B 8
B
123 | Kenstruksi Bangunan Sipil 429 T [ AX] X | X [X X |HU|rT|m|T | I | | | | I I | | | 1 | | | | | I T I I 1
Lamnnya B
43. Konstruksi Khusus
124 PL:]nbmﬂaranda" Penyiapan 431 | I JULESA (I I I | 1|1 | | | I | I | | | | | | | i | | | | ; | | I |
125 | Instalasi Sistem Kelistrikan, Air | 432 I LI it 1 i) | I | T I | | I 1 I | ! | I I | I I | | | | | | T 1R |
(Pipa) dan Instalasi Konstruksi
Lainnva
126 | Penyelesaian Konstrukai 433 | TIB X[ X[ X [|[X| X [TW|T|[TB|T] I | | I | | 1 1 1 ! I I | | I I | 1 T | I |
Bangunan B B
127 | Renstruksi Khusus Lainnya 3¢ | TB qu XaliXa X X (|71 |T]| I I I I | | | | I | I I | | | I | | T | | |
B B
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
45. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
128 | Perdagangan Mobil 451 S ) [ S T O [ T T T T T T T T T T T T | | | [ X X XJbpX
129 | Reparasi dan Perawatan Mobil 492 X oga) x| Xer [ DX [ [ | mkan K|S T T T T TB |TB | TB | TB [TB|TB| 1B X | | | | X X X111l X
130 | Perdagangan Suku Cadangdan | 453 X x|x XX [ X[ X | X|X| X | X| X T i T T T T T T Vi L T X | | I I X X X101 X
Aksesori Mobil
131 | Perdagangan, Reparasi dan 454 X XlX X X | X]| X | X]|X| X [X]| X T T T T TB|TB | TB|[TB |TB|TB| 1B X 1B | ! I X X X |1 X
Ferawatan Sepeda Motor dan
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Perdagangan Suku Cadang dan
Akaesorinya
46. Perd Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
132 | Perdagangan Besar Atas Dasar 461 X XIX X| X [ X| X X|X| X [X| X |TB|TB T i TB | TB | TB | TB |TB|TB|TB X X | | | B X X1 1]X
Balas Jasa (Fee] Atau Kontrak
133 | Perdngangan Besar Hasil 462 X XIX X| X | X]| X | X]|X] X |X]|] X T T T T T T T X X X X X X | I | X X X1} X
Pertanian Dan Hewan Hidup
134 | Perdagangan Besar Makanan, 463 O A I 2 4 O 3 S 3 T T T T T T 15 X X X X X X I I | X X > 3 W W) T ¢
Minuman Dan Tembakau
135 | Perdagangan Besar Darang 464 i e T . . - ol - [ - [ 3 e S W il e T ] Ll R B i B . 3 [ [ 3 X X [ (G R ] IS &) . Gl > I
Keperluan Rumah Tangga
136 | Perdagangan Besar Mesin, 465 X [XNX| X | X | X]| X X|X]| X | X| X T T T T T T T X X X X X X | | | X X 2, S B 11 G
Peralatan Dan Perlengkapannya
137 :’r,:_-dagal:ganlkaarf(huaua 466 e I I X XX X X e T T T T T T 1] % X X X X X | | | X X X |1 X
LAITInYa
138 ﬁ"ium;ﬁw\ Besar Berbagai 469 X [HX[X] X | X]| X XX X [X| X |TB|TB | TB |TB |TB|TB|TB X X | X X X X | | 1 X X p, S It 1) s ¢
acam Barang
47, Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor
T30 | Perdagangan Eceran Berbagal | 471 | X X X| X ] X | X | X | X[ X ] X [ X] X A A P X ] [ | T T 1 % [ [Tk
Macam Barang Di Toko
T40 | Perdagangan Eevran Kiusus | 772 | X [ X X| X | X [X| X | X[X| X [ X| X T T I Tk | X B R T . . W . R
Makanan, Minuman dan
Tembakau Di Toko
TAT | Pecdagangan Eceran Kiusus I i 2 R i o R O e i B i T O il i L T U i R R
Hahan Bakat Kendaraan
Bernmnotor
142 | Perdagangan Eceran Khiusiis 474XX1XXXXXXXXXXTTTTTTTTTTT N T T T O L
Peralatan Informasi Dan
Homunikasi Di Toko
743 | Perdagangan Bocran Khusus 475X)1XXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTXlIlITXXlX
Perlengkapan Rumah Tangga
Lainnyva Di Toko
144 | Perdagangan Eceran Khusus 476 % XEX] X X X X: 4l X X X T T T T T T T T T T T X | l | | T X X | X
Barang Budaya Dan Rekreasi
i Toko Khusus
145 | Perdagangan Eceran Khusus 7T X | dXI X1 X 5 s X T T Tl BT X | ! | | X I
Barang Lainnya Di Toko
146 | Perdagangan Eceran Kaki Lima 478 X [ XX X X X X T T T X | | | | X | X
Dan Los Pasar
147 | Perdagangan Eceran Bukan Di 479 X A il T X X: X x X X X X T T T T T T T T Ti il T X | | | | b X X ]
Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN 341
49, Ang Darat Dan Angh Melalui Saluran Pipa
148 [ Angkutan Jalan Rel 491 B |TIT|TW|(TB|(T| X |[T|X T |7 | I : I | | I I | 1 I | | t | | I | X X || |
I{1]8B B B B
B B
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149 | Anghutan Bus 492 | 1 | I
150 | Angkutan Melalui Saluran Pipa 493 | 1 1 | | | ] 1 1 | | | X X
151 | Angkutan Darat Bukan Bus 494 1 1 | | | 1 | | | | | | X X
152 | Angkutan Perairan | | | | I | | | 1 | | | X X
153 | Angkutan Laut 01 | | | | | | | | | | | 1 X X
154 | Angkutan Sungai, Danau Dan 502 | | | | 1 I | 1 | | | | X X
Penyeberangan
51. Angkutan Udara
T55 | Angeitan Udara Untuk ST 1 [1]1 Tl L ] (i B i B L A [ e R W ] | THiFSE R X
Pen pang
156 | Angkutan Udara Untuk Kargo 512 | il I | | I | I I | | I | l | | 1 | | | | | | I X
52. Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan
157 | Pergudangan Dan Penyimpanan | 521 | X | X X S B R B X IX T T8 | B | 7B | 1B | B | 1B | 1B |B|UB] B | X | TB| 1B [TB [TB | B | X |X
158 | Aktivitas Penunjang Angkutan S22 1B XI X X | X X | X T "[EH | I | | | | | | | | | X | | | | I X X
B
53. Aktivitas Pos Dan Kurir
159 | Aktivitas Pos 501 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | X 1 | | | [ X X
160 | Aktivitas Kurir 332 {11 | | | | | | | | | ! | | | | | | X | | I | | X X
PENYEDIAAN AKOMODAS] DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
55. Penyediaan Akomodasi
T61 | Penyedinan Akemodasi Jangka | 551 | X | X X W [ A B TE | X T B S A [ [ [ i ] T X I [ T i e i
Pendek B
162 | Penyediaan Akomodasi Lainnya 559 X T X X X TI TB | X i T iT; | 1 | | | | | | X 1 | | | Ti 1 f Ti
B
56. Pe faan Makanan Minuman
163 | Restoran Dan Penyediaan ST | B [T X 0 I O T B |1/ s e e e [ ARl R X [ [ T O O T [
Makanan Keliling | B B
B
164 | Jasa Boga Untuk Suatu Event 562 B | T X X ¥ X TI B | T | | | | | I | | l l | X I | | | | T X
Tertentu (Event Catering) Dan | B B
Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu B
165 [ Penyediaan Minuman 63 1 TB | T| X X | X %X |7 B | T I | I | | I | | | l | T | | | | | T |
1 B B
B

J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
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58. Aktivitas Penerbitan
166 | Aktivitas Penerbitan Buku, 541 X Xl X X X X Xl x X X X T T | ] 1 | | 1 | ] 1 1 | T g |
Majalah Dan Terbitan Lainnva
167 | Penerbitan Piranti Lunak oS82 o qx X X X X ol [ 4 X X X T 1 | | | | 1 | X 1 1 | | 1] | X
(Software)
59. Aktivitas :rodll.h!i Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik
168 [ Ativitas Produksi Gambar T Vs ¢ W T ] T T I T T T O I D PO I I o I [ ] 1 T ) VG 7 B3 AL T
Bergerak, Video Dan Program
Televisi
169 | Witivitas Perekaman Suaratan | 992 [T |HT|[ T [ 7 [T [ T [T [T [ T[] 0 [0 [ O [0 [0 [V V[V [V [V[V[] i 1 1 T 3 . & T ] 2
neriitan LSl
60. Aktivitas Penyi Dan P g
170 | Penyiaran Radio 601 3 o iy I v L ) i i [ TLT 1 s L6 ) O T T T T B | B | TB | | | | T T T T & T X T EX
171 | Aktivitas Penyinran Dan 602 T N THIT, T T: T THET i T: ] | | | | TB | TIB TIB | | | i ] ] ] | | | X i | X
Pemrograman Televisi
61. Telekomunikasi
172: |- Aktivitay Telekominilcial 611 | I 50 I | i Ll | I | I I | | | | | | | | I I | | | | | T T |
Dengnn Kabel
173 | Aktivitas Telekomunikasi Tanpa | 612 | T B ] | | [Tl B0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | T T |
Kabel
174 | Aktivitas Telekomuniksi Satelit 613 | 11 ] 1 | 1 1 1 1 ] | 1 1 1 ] 1 1 I 1 1 1 1 1 I ] i 1 1 T T ] 1
175, | Wit Tetckamuras Y R ) T T [ o ol L T T i G L e L i o [ o G L i i i A
Auniniva
62, Aktivitas F " M Itasl Komputer Dan Keglata
176 | Aktvitas Pemrogranian, (T P o ¢ 2 e 2 s oo 20 ot [ o [ e [ T [ = s 2l e =2 AT | | | (T TR I T [ I ] i I X
Konsultasi Komputer Dan
Kegatan YBDI
63, Jasa Informasi
177 | Aktivitas Pengolahan Data, 631 T MTI|T T T X 1 e i T T X T T T | 1 1 | | ] 1 | | | | | | | X T | X
Hosting Dan Kegiatan YBD] :
Portal Web
178 -‘lt‘:_h\"l'lﬂ-h!"'nfw"“ﬂ' 639 | iyl | | | i ] | 1 X i 11 T | | I | | | 1 | | | | | | | X 2 ] A ] g
innys
K. A}”TN'IT;S KEUANGAN DAN ASURANSBI
64, Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana i
179 | Perantara Moneter 641 X IXMXI X[ X[ X[ x [ X[x[ x [x] X X X X T T T T | | | | X I | | | | X X111 X
180 | Aktivitas Perusahaan Holding 642 X XXX X X X ol [ X X X X X X T T T T | | ] | % | | | | | X X% | X
181 | Trust, pendansan dan entitas 643 P 4 XX X X 5 b N x X x X X % T T. Ti T | | ] | X | | | | | % X | X
keunngan sejenis
82 | Otoritas Jasa Keuangan (OUK1 | 644 | X X X| X | X [ X | X | X|X]| X [X| X | X[ X [ X | T [ 7 [T [T [T [T [T][1 X = FE T T I 2
183 :fl?‘-jaljmm Penjamin Sumpanan 615 X 3 B 4l [ 4 X X X Xipiok X X X X N X T M 1 T | | | | X | | | | | X X | X
184 A;tlwimsduan Keuangan 649 X X X! X X X X vl I3 X X X X X X T T T T | | | | X | | | | | X X | X
Lainnya, Bukan Asuransi,
Penjnminan, Dan Dana Pensiun
65. Asuransl, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana F fun, Bukan Jami 3osl

185 [ Asuranai Dan Ferjaminan [ 51 T X ];qxix|x|xl|w;(m]x[xlx [REREmT [ e e T [ T o o T [ o o v i o e X [ X 1] X
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186 | Reasuransi Dan Penjaminan 652 T
Ulang
187 | Dana Pensiun 633 T
66. P jang jasa k i, penjami dan dana pensi
188 | Aktivitas Penunjang Jasa 661 X le X X X X X X X X X T T T T T
Keuangan, Bukan Asuransi,
Penjuminan Dan Dana Pensiun
189 | Aktivitas Penunjang Asuransi, 662 X qx X | | | | X 1 | | | | X X | X
Penjaminan Dan Dana Pesniun
190 | Aktivitas Manajemen Dana 663 ¥ ﬂx X X X X 3l X X X T T T T T T T | | | | X 1 ] 1 ] 0 X X i X
191 | Aktivitas Penyelenggaraan 664 X le X x X X o I3 X X X T i T T T T 1 | | | | X | | | ] | X X | X
Sistem Pembayaran Dan Jasa
Pengolahan Uang Rupiah
L. REAL ESTATE
68. Real estate
192 | Real Estate Yang Dimiliki 681 X )1X XX X X [ X|X]| X [X]| X T T i T | | I | | | I X l 1 | | 15 T T 5] X
Sendiri Atau Disewa Dan
Kawasan Pariwisata
193 | Real Estate Atas Dasar Balas 682 X X]X X| X | X X | X|X]| X [X] X T T T 1 | | I | | I I X l I | | T 1 T 100X
Jasa (Fee) Atau Kontrak
M. Aktivitas Profesional, Iimiah Dan Teknis
69. Akktivitas Hub Dan Akuntansi
194 | Aktivitas Hukum 691 X [ XAX[ X[ X | X X | X[ X[ X [X | | I [ | I ! | | [ | I I | | | | | X X |1 |
155 | Aktivitas Akuntansi, 692 X 1! X| X | X X | X|X]|] X [X | | I | | I | | | I | | | I | | I | X X |1 |
Pembukaan Dan Pemeriksa;
Konsultasi Paiak
70. Aktivitas Kantor Pusat Dan Honsultasi Manajemen
196 | Akdivitas Kantor Pusat < S :  [ ) )  I  2 e I I° ] O X ] | [ P O O, 2
196 | Aktivitas Konsultasi 702 | X 3 o -3 ] [ d Fo G etV 8 s P 2 e o L O 2 L T o L IR B B X | 1 e ol Bl
Manajemen
71, L Dan Keinsiny Analisis Dan Uji Teknis
197 | Aktivitas Arsitektur Dan 71 X )‘1)( X X | X]| X [X[X] X [X I | | | | | | | | | [ I I | I | | | X X| 1] X
Keinsinyuran Serta Kensultasi
Teknis YRDI
198 | Analisia Dan Uji Teknis 712 I S o | | | | | | | 1 | [ I I | I | | | X X | 1] X
72, Penelitian Dan Pengembangan llmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologl Dan Rekayasa
195 | Penelitian Dan Pengembangan | 720 [ | [I[0] 1 ] 1 [0 ] 0 J 00 ] 0 V] 0 J 1 ] V]V ] 0] V[0 [T [T [Vv[T]1 | [ 1 ) T R B P S [ e
lImu Pengetshuan Alam Dan
llnu Tekneolog Dan Rekayasa
200 | Penelitian Dan Pengembangan 722 Lo | | | [ [ I | I | I | ] | | | | | | | | | I | | | X T ml |
limu Pengetahuan Sosial Dan
Humanicea
73, Periklanan Dan Penelitian Pasar
201 | Periklanan 73t T |G s | S s L | AT Tt T [ BT | AT | | | | | | | I | | [ | | | | | | | X T ! |
202 | Penclitian Pasar Dan Jajak zi< 2 T Fo i T T I T T ol o o O (U [ i i [ il [ i [ T T (U o s e )
Pendapat Masyarakat
T4. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya
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203 | Aktivitas Desain Khusus ZT T N B 1 ; ] =lEr | I | I | | 1 | |
204 | Aktivitas Fotografi 742 (i [ T ] | | 1 1 | | | 1 | | | | |
205 | Aktivitan Sertilikasi 743 | | |

Mmf:* — [T i PO B | | | a5l | I | | | |
206 | Aktivitas Profesional, lmiah 749 IS LY LA I | | I=1al I | | | | | | ! I I I I I | | | | I |

Dan Teknis Lainnya YTDL

75. Aktivitas Kesehatan Hewan
‘207!Aktiuilnanschalani{cwan|?50|||||I]|||||| [T 0 e D eV T s s T e T o T T s e e ) [ ) e Y s S R B
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OFSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA
77. Aktivitas Peny Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
208 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa | 771 il [ B ] ) o o o <0 0 U i B o ] | i i il ] [ X 1 [ I I X X | X|[1]X
Guna Usaha Tanpa Hale Opsi
Mobil, Bus, Truk Dan
Sejenianva

209 | Aktivitas Penyewnan Dan Sewa | 772 2l I v B e 5 B o e T 6 5 il 6 U i s T I | I 1 i ] [ = g X 1 | I ] X X X=X
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Barang Pribadi dan Rumah
Tanggn

210 | Aktivitas Penyewnan Dan Sewn | 773 X XX Xl X Xl X T T T 1 | [ [ T T [ET T X I | | I X X p 5l it i % ¢

Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Mesin, Peralatan Dan Barang
Berwujud Lainnya

il P et O C R ST A R W T B[ 5 [ R T 1 e 2 1 o . . L i 6 L O L L L I R T X i I Pl X g % (XA &
Opsi Aset Non Finansial, Bukan
HKarva Hak Cipta

‘T8, Aktivitas Hetenagakerjaan

212 [ Aktivilas Penempatan Tenaga 7R i Y | i U P (it T o [P il e B e T T T T | | | | I I | X 1 | | | | X 7 53] TR %5
hergn

213 Akt?w(aa Penvediann Tenaga 782 T HITAET T T X T lET: T i X T; T i T I I I | | | I X | | | l | X X | X
Kerja Waktu Tertentu

214 | Fenyedinan Sumber Daya 783 T 5 0 [ i T e o vl s v 6 5 4 T T T T | | | | 1 1 I X | | | | | X j 3 [ .

Manusia Dan Manajemen
Fungai Sumber Daya Manusia

215 | Pelatihan Kerja £ T O e ) 2 O, I I 7 I I I [ I I I ] I [FES Y [ I 1 [ I I I o [ ] [T = 8
| 79. Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggarn Tur Dan Jasa Reservas! Lainaya

216 | Aktivitan Agen Perjolanan Dan | 791 T [T TGIET T 5 i L T T i i L T T T T I 1 [ 1 X 1 I | | ] X ] X
Penyelenggara Tur

217 | Jasa Reservasi Lainnya Dan 799 T ITT 150 1 gl DS ] e sl B i [z T T T T T T | | | | X | 1 | | [ X W Tl T4
Kegiatan YBDI

80. Aktivitas Keamanan Dan Penyelldikan

218 | Aktivitan Keamanan Swasta 801 ] Py 5 e U o P TEISTa 0T R T T T T | | | | | | | X | | | | | X | fi]eX

210 | Aklivitas Sistem Keamnanan 802 T [ I o o o g [, vt O D T T T T | I [ | | | | X I | | | | X | X

220 | Aktivitas Penyelidikan 803 L 0 B ] O (T R, 0 [ = I ] [ A ) T T T T | I I | | | | X | | | I | X ) L 2

81. Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan

221 [ Aktivitas Penyedia Gabungan 811 SR i A R e i R S e T T T T T [ | ] | 1 1 | 3 I | I | | X X |1 X
Jasa Penunjang Fasilitas

222 | Aktivitas Kebersihan 812 L ) T I o S T e ) s ) ) O ] s 2 1 ] ] 1 | 1 I | [ | ] ] I ] | | I X v, Gl [ T
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223 | Aktivitas Jasa Perawatan Dan 813 T TAET T T T TIT T T ] ] | | I |
Perneliharaan Taman
82. Aktivitas Administrasl Hantor, Aktivitas P 1 Kantor Dan Aktivitas P 1] Usaha L ya i 1 ] I
224 | Aktivitas Administrasi Kantor 821 X e . 5 e il i e T W 3 G | 1 I | | 1 | I | | I X [ | I
Dan Penunjang Kantor 1 0 i 1 X I 1 X
225 | Aktivitas Call Center 822 X IXX| X | X |X X X | X X | X i | | | | | | I | | | | X | ; o X
226 | Jusa Peayclenggaraan 823 S L1 . ) o s e i W il e | o | I | | | | I | | I | X I 1 | I |
Pertemuan, Perjalanan [nsentif,
Konvensi, Pameran, Dan Jasa
Penyelenggara Event Khus
227 | Aktivitas Jasa Ii;unjar;g“ = 529 ST B B A R L T e T il i vl I 1 I ] I | ] | | I 1 1 ] | I I I X 1 L) 8%
Usaha ¥TDL
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJI
84. Administrasl Pemerintahan, Pertanaban Dan Jami Bosial X |
228 | Administras: Pemenintahan Dan | 841 T AT T T17 T i I ] ] ] ] 1 ] [ 1 ] 1 ] [ [ | I
Kebiiakan Ekonomi Dan Sosial 1 1 1 1 X [
229 | Penyediaan Layanan Untuk 842 T T T T T ] | : | | | | 1 | | I | |
Masyarakat Dalam Bidang
Hubungan Luar Negeri,
Pertanahan, Keamanan Dan
Ketertiba
230 -Jm:lrulan r.‘lioml\lfajih CTE] T IMTITT L T T T T =T T | I 1 1 | I 1 | | | | | T | | | | | X T X
P. Pendidikan
85, Pendidikan
231 | Pendidikan Anak Usia Dini Dan | 851 3 5 T O L [ 78 i T X 1 1 I I 1 1 1 [ 1 | | T | | | | I T - I B P,
Dasar | | | ] X X 1 X
232 | Pendidikan Mencngah 852 - & 1 s g I v O ) | T [ ElEEIET: | [ 1 | ! | | I | I | X | <
233 | Pendidikan Tinggt 853 ) i i F T e o o o 11 [T s o I I ] 1 | | | I I | | X | [ | | | X X1 %
234 | Pendidikan Lainnya 854 X L E [T 0% T T I i i ] ] | I i | ] 1 T | | 1 | I X X [ X
235 | Regiatan Penunjang Pendidikan | 855 5 i oy s o ) [ el ] ] 1 1 ] 1 1 I ] I 1 T | | 1 | I T X |
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
86. Aktivitas Rumah Sakit ————
236 [ Aktivitas Rumah Sakit B61 X [MX[X][X[X] X [X[X[] X [X] x [78[TB |18 |78 |1/B |18 |78 |78 |18 |18 | 1B X B |TB [TB | TIB [ TB m | X 'I;FB i
237 [ Aktivitas Praktik Dokter Dan 862 X xl 7.3 Wl . [ b il (1 7 - [ [ | ] ] | 1 | | ] | | | X | | 1 | T T X
Dokter Gigi
87. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti X | X
238 [ Aktivitas Sosinl Di Dalam Panti | 871 ¥ XTI X Tl X X X[ X | | | | | | I | I | | X | | I | T X
Untuk Perawatan Dan B
Pemulihan Keschatan
239 Akla::i:af:;mal Di Dalam Panti | 872 r ol I 31 el s < i il K % e ) I | | | 1 1 I | | I | X | | I | T X b, T ] e S
Untuk Keterbelakangan Mental, B
Gangguan Mental Dan
Penyalahgunaan Obat
Terlaran
590 T Akiivitas Soia] Didalam Panti B73 X XXl X i X Xl X 1 [ I 1 ] | | 1 | 1 1 X I | I I T X X[l X
Untuk Lanjut Usia Dan B
FPenyandang Disabilitas
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\
241 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti B79 | |
Lainnya YTDL
88, Aktivitas Sosial Tanpa Ak dasi X X
242 | Aktivitas Sosial T: s81 I X
.I'\k:;:]dl!i Umul:nl::?uul Usia ! L J I J ' | ! J ! I : ' ' ! I J ' : I ' I ! I l
Dan Penyandang Disabilitas
243 | Akiivitas Sosial Tanpa N TR 1 L L B N L W L N O R L L U R L O L i L I [ | W B X
Akomeodasi Lainnva
R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
90, Aktivitas Hiburan, K jan Dan Kreativit T
ivits iburan, Kesenis X
2“4:\;2\:{*_;‘::;?;?“""“|9°°|||I,IIlllllelll]lll‘TIlIIIIIIIT|T|T|IIIIIII|||| ] X | X
91. Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebuda an Lainnya
245 | Perpustakaan, Arsip, Museum 310 | |] | | | | | | | | | iy T T T T | | 1 ] ] | 1 X | T | X X X
Dan Kegiatun Kebudayaan
Lainnva
92, Atuvﬂl_s Perj'u_d.lm Dan Pertaruhan X X X
e ™ [ ¥ XX X[ X (XXX X [F[ X [X[X[F[ X[ [X[F[F[R[ X [X[X[X[¥]7
93. Aktivitas Olahraga Dan Rekreas! Lainnya
247 | Aktivitas Olahraga a3l i A A T e P e [ I ] | ] | ] | | | | ] | | | | | X T T
248 | Akiivitas Rekreas: Lunnya 932 W E R EEE A E L R E | | [ | | | I | | | | | | | | I X T il
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA
94. Aktivitas Kenaggotaan Organisasi
249 | Aktivitas Organisasi Bisnis, a1 T 6 [ L il o B B B S TR e e | 1 [ | | 1 I | | | | X | 1 ¥ X T X
Pengusaha Dan Profesi
250 | Aktivitas Organisasi Buruh 942 e R EA R A EE i S D I | | I | | ] | | | | I | [ T X T T
251 | Aktivitas Organisasi Lainnya 549 T R ) I v e B 0 [ 1 1 1 1 ] 1 I ] I I | [ I | T X T T
95. Reparasi Homputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengka an Rumah Tangga
252 | Reparasi Komputer dan Alat 951 X Rl X X X TIT X X X | | | ] | | | ] | | | X | | | X X X
Komunikasi 7 T X X X
253 | Re; si Barang Keper| 952
r,rj];:‘:. Dm,’;‘,ﬂ‘fﬁﬂﬂz‘j:ﬁ“ X 11)( X| X [ X X T|T X | X| X | I I | | I | | | I | X I
Rumah Tangga
96. Aktivitas Jasa Peroarangan Lalnn
254 | Aktivitas Jasa Perorangan 541 =1 1T P B e it ] i =1 T J1 1 X ] [ I I I | | | [ 1 1 ] 1 I I X [ X X
Untuk Kebugaran, Bukan
Olahraga
255 | Aktivitas Penatu 7 T T L 1 D 6 G O Y < o [ ] ) [ T M T | ] [ ] il [ X
256 | Aktivitas Jasa Perorangan 969 TR 7 B 1 I I s I T 1 X | ] ] 1 ] 1 ] 1 | I [ I 1 I | X X X
Lainnya YTDL
T. TIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASBA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SBENDIRI

97. Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik




ZONA BUDI DAYA
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\
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257 | Aktivitas Rumah Tangga 970

Bebagai Pemnberi Kerjn Dan

Personil Domestik
98. Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenubi K Sendiri I i 1 0 0 i X 1 [ | | T T [ X[ X| X
258 [ Aktivitas Yang Mcnghasilkan 98 X IX[XTXI XX X [HIX] X [X| X ] I | I !

Barang Dan Jasa Oleh Rumah B

Tangga Yung Digunakan Untuk X

Memenuhi Kebutuhan Sendiri 1 i i 1 ] | ] X | | | | T T XX
255 | Aktivitas Yang Menghasilkan 92 | X [X[X[X[ X | X[ X |TT[X| X |X| X111 I I

Jasa Oleh Rumah Tangga Yang B

Digunakan Untuk Memenuhi

Kebutuhan Sendin
U. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN ESKTRA INTERNASIONAL LAINNYA
99. Aktivitas Badan Iaternasional Dan Badan Esktra Internasional Lalnnya 1 I 0 | ] | | I T T XTI T
260 | Aktivitas Badan Internasional 950 ] =1} ] | | | | | | | T | | | | I | | I

Dan Badan Ekstra

Internasional Lainnya

Keterangan:
I : Diperbolehkan/Diizinkan

T : Bersyarat Secara Terbatas

a. pembatasan pengoperasian

b. pembatasan luas

c. pembatasan jumlah pemanfaatan

d. pembatasan kegiatan industri hanya berlaku untuk jenis kegiatan industri kecil.
B : Bersyarat Tertentu

a. persyaratan umum dan persyaratan khusus (seperti dokumen lingkungan)

b. persyaratan kegiatan industri hanya untuk industri skala kecil
X : Tidak Diperbolehkan




LAMPIRAN VII

PERATURAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR 34 TAHUN2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARA
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d.

luas kaveling minimum

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

Sl b Lo

jarak bebas belakang (JBB) minimum

—
e
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, semak

b. menyediakan bangku-bangku
c. menyediakan jalan setapak
d. menyediakan papan informasi




Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

10%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

0,1

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

70%

alo|o|®|—

luas kaveling minimum

—_—
—

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

® |0 TP

jarak bebas belakang (JBB) minimum

—
s
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak
b. menyediakan bangku-bangku

c. menyediakan jalan setapak

d. menyediakan papan informasi

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

10%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

0,1

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

70%

alolol® |~

luas kaveling minimum

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

8m




b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m

oy
—_—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak
b. menyediakan bangku-bangku

menyediakan jalan setapak
. menyediakan lampu taman

menyediakan papan informasi

® oo

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

I

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. | luas kaveling minimum -

[ Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m

—_
—_
f—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak
b. menyediakan bangku-bangku

c. menyediakan jalan setapak

d. menyediakan lampu taman

e. menyediakan papan informasi




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

[ | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. | luas kaveling minimum -
II [ Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m
[II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak

b. menyediakan bangku-bangku

c. menyediakan jalan setapak

d. menyediakan lampu taman

e. menyediakan papan informasi

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. | luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan




a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 m
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m

g
—
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak
b. menyediakan bangku-bangku

c. menyediakan jalan setapak

d. menyediakan lampu taman

e. menyediakan papan informasi

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,7
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d.

luas kaveling minimum s

—
—

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum .

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

o bl o 1)

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

—
oy

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak
b. menyediakan lampu penerangan

c. menyediakan papan informasi

d. menyediakan tempat parkir




Zona Konservasi dengan Kode KS

Sub-Zona Taman Pulau Kecil dengan kode TPK

[ | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50%
d. | luas kaveling minimum -
[[ | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 8 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 8 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 8 m
[II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. menyediakan dermaga
b. menyediakan jalan lingkungan dan jalan setapak
c. menyediakan lampu penerangan jalan
d. menyediakan papan informasi
Zona Cagar Budaya dengan Kode CB
Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,7
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum -




Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m

—_—
—_—
—_—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan fasilitas pendukung peribadatan
b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
c. menyediakan bak sampah

d. menyediakan papan informasi

Zona Ekosistem Mangrove dengan Kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

alo|o|p |-

luas kaveling minimum -

—_—
—

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimum B

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

o0 |T

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

-
—_—
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan papan informasi
b. menyediakan pos pemantauan




Zona Badan Air dengan Kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

alo|o|p |~

luas kaveling minimum -

i
(-

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

olalo |o|p

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

——
[—
o

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. mengembangkan perkuatan tebing sungai
b. mengembangkan talud

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

alolo|® |~

luas kaveling minimum 3




Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

o |alo |o|® |=

jarak bebas belakang (JBB) minimum

i
—_
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalan setapak
b. menyediakan pos keamanan
c. menyediakan papan informasi

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

I

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,0
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 6 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |Jjarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m

]
]
o |

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalan tani
b. menyediakan pondok istirahat




Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,0
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | luas kaveling minimum =
Il | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalan tani

b. menyediakan pondok istirahat

Zona Perikanan dengan Kode IK
Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,0
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
d. | luas kaveling minimum ~
Il | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 14 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m




d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. menyediakan pondok istirahat
Zona Pariwisata dengan Kode W
Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

[ Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 152
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 14 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m
c. |Jjarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m

f—
o
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan jalan lingkungan dan jalan setapak
. menyediakan toilet umum
. menyediakan penerangan lampu jalan
. menyediakan pelataran parkir

menyediakan papan informasi objek wisata

o0 o




Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

|
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
d. | luas kaveling minimum 60 m?2
Il | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 22 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m
[II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalan lingkungan

b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)

c. menyediakan septik tank Individual

d. menyediakan bak sampah

e. menyediakan drainase

f. menyediakan jaringan listrik

g. menyediakan lampu jalan

h. menyediakan taman tempat bermain anak-anak

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,5




el koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum 60 m=2
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 26 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalan lingkungan

b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)

c. menyediakan septik tank individu

d. menyediakan bak sampah

e. menyediakan drainase

f. menyediakan jaringan listrik

g. menyediakan lampu jalan

h. menyediakan taman tempat bermain anak-anak

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3.5
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum 60 m?2
II | Ketentuan Tata Bangunan
f, ketinggian bangunan (TB) maksimum 26 m
g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m
h. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m




jarak bebas samping (JBS) minimum

4 m

1.

jarak bebas belakang (JBB) minimum

4 m

11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan jalan lingkungan
. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
menyediakan septik tank individu
. menyediakan bak sampah
menyediakan drainase
menyediakan jaringan listrik
menyediakan lampu jalan
. menyediakan taman tempat bermain anak-anak

JR S0 A0 gD

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,5
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 26 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m

—_
—t
—t

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jaringan pejalan kaki
b. menyediakan lapangan terbuka
c. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)




. menyediakan septik tank individu

. menyediakan tempat sampah
menyediakan pelataran parkir
menyediakan pagar pembatas

@ S0 o

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,5
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. |ketinggian bangunan (TB) maksimum 26 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 m

—
—
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jaringan pejalan kaki
. menyediakan lapangan terbuka

. menyediakan septik tank individu

. menyediakan tempat sampah
menyediakan pelataran parkir
menyediakan pagar pembatas

R ™o oo o

. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)




Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,9
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 26 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m
[II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. menyediakan jaringan pejalan kaki
b. menyediakan lapangan terbuka
c. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
d. menyediakan septik tank individu
e. menyediakan tempat sampah
f. menyediakan pelataran parkir
g. menyediakan pagar pembatas
Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4
5L koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan




ketinggian bangunan (TB) maksimum

12 m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

3m

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

3m

o |alo |o|®

jarak bebas belakang (JBB) minimum

3m

P—
[a—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jaringan pejalan kaki

R ™o o0 o

. menyediakan lapangan terbuka
. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
. menyediakan septik tank individu

menyediakan tempat sampah
menyediakan pelataran parkir
menyediakan pagar pembatas

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

90%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

0,9

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

5%

alo|o|® |~

luas kaveling minimum

—

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

o alo o |®

jarak bebas belakang (JBB) minimum

—_—
—_—
—_—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

menyediakan plasa




b. menyediakan toilet umum
c. menyediakan tempat sampah
d. menyediakan pelataran parkir

Zona Campuran dengan Kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,2

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

alo|o|® |~

luas kaveling minimum =

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 31 m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3m

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

o |alo [o|®

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

—t
—
o

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
. menyediakan tempat sampah

menyediakan pelataran parkir
. menyediakan tempat evakuasi

o g

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

£

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,9




2

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%

=

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 36 m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

o oo |of|w

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

e
—
—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan pelataran parkir

. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)

menyediakan toilet umum

. menyediakan tempat sampah

menyediakan jalan masuk dan jalan keluar

menyediakan titik kumpul

mempertimbangkan kaidah-kaidah konstruksi bangunan tahan gempa

R ™D oo

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,9

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%

ale|o|p |~

luas kaveling minimum -

—
]

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 36 m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m

jarak bebas antar bangunan minimal -

alo o

jarak bebas samping (JBS) minimum -




e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan pelataran parkir
. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
. menyediakan toilet umum
. menyediakan tempat sampah
menyediakan jalan masuk dan jalan keluar
menyediakan titik kumpul
mempertimbangkan kaidah-kaidah konstruksi bangunan tahan gempa

@ 0 o0 g

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,9

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%

alo|oly |~

luas kaveling minimum -

—
—

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 36 m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum B

a0 |o|®

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

S
—
—_—

a. menyediakan pelataran parkir

b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
c. menyediakan toilet umum

d. menyediakan tempat sampah

e. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar

f. menyediakan titik kumpul




| . mempertimbangkan kaidah-kaidah konstruksi bangunan tahan gempa

Zona Perkantoran dengan Kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,9
(6 koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum -
Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 36 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m

—
—
ot

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan pelataran parkir

b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
c. menyediakan toilet umum

d. menyediakan tempat sampah

e. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar

f. menyediakan titik kumpul

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4




koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

C.
d. luas kaveling minimum —
[ | Ketentuan Tata Bangunan
a. |[ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
b. menyediakan tempat sampah
c. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar
d. menyediakan pagar pembatas
Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 14 m
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m




I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

. menyediakan pelataran parkir
. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
. menyediakan tempat sampah
. menyediakan pos jaga
. menyediakan rumah jaga
menyediakan lampu penerangan
. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar

T B ¢ B o M @ B o il Y]

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

[ | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

e. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4

g. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%

h. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

i ketinggian bangunan (TB) maksimum 14 m

g, | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 m

h. |jarak bebas antar bangunan minimal 4 m

i. |jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m

—_—.

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan tempat bongkar muat
menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
menyediakan toilet umum

menyediakan tempat sampah

menyediakan jalan masuk dan jalan keluar

®pogp




Zona Badan Jalan dengan Kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

[ Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5%
d. | luas kaveling minimum -

I | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m
b.

o8

d.

e

jarak bebas belakang (JBB) minimum

—
py
b—

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan lampu penerangan jalan
b. menyediakan rambu lalu lintas

c. menyediakan marka jalan

d. menyediakan papan informasi
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